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BAB I 

PFNDAHUL4AN 

• Latar Belakang Masalah 

Negara Repubhik Indonesia adalah negara yang sedang membangun bail 

pembangunan yang bersifat jasmaniah maupun rohamiah embangunan hibidang 

asmamah tidal terlepas dart pendanaan baik yang bersumber dari pemerintah maupun 

wasta, salah sat sumbe pendanaan ala ah bank 

Perbankan merupakan lembaga kcuangan yang bersifat strategrs dalam tata 

ehidu, an petekonoman suatu negara Fungsi utama lembaga perbankan adalah scbagai 

perantara yang mengatar sirkulasi peredaran dana dart wilayah surplus le wilayah minus 

dana Wilavah surplus dana adalah masyarakat yang kelebihan dana, sedangkan wilayah 

nus dana adalah masyarakat yang kekurangan dana atau yang membutuhkan dana dart 

bank yang berupa kredit Kegiatan dani lembaga perbankan diantaranya menyediakan 

redit yang dapat mendukung eperluan masyarakat (nasabah atau debitur) akan 

pembiavaan suatu usaha tertentu (permodalan) dan kelancaran mekanisme sister, 

pwmbavaran hr semua sektor prckonomian 

eranan perbankan dalam dunia perekonomian adalah scbagat sarana pendukung 

pelaksanaan kebijaksanaan yang higaniskan oleh pemenintah terutama ditujukan untuk 

menaga stabilitas moneter sekaligus ditujukan untuk pertumbuhan ekonon 

Bank mengadakan hubungan dengan nasabah selaku kreditur selalu dilandasit 

einginan bank untuk menjalin hubungan jangka panjang dengan nasabah yang 

bersangkutan, bukan saja keinginan itu menjadi landasan bank dalam hubungan dengan 



nasabah penyimpan saja tetapi dengan debitur Oleh karena itu hubungan antara debitur 

dengan bank berkeingnan agar supaya kredit yang dibenikan berhasil untuk membangun 

dan mnengembangkan usahamya sehingga dapat melanasi angsuran yang telah 

diperjanjikan, baik pokok maupun bunganya Oleb karena itu bank tidak menginginkan 

adamva kredit macet 

emberian Lredit merupakan suatu realisasi kepercayaan terhadap debitur bah 

kredit itu pada waktu yang telah ditentukan dapat dikembahikan oleh debitur, tetapi tidak 

semua debitur yang memperoleh kredit dani bank dapat mengembangkan dengan baik 

tepat pada waktu yang diperjanykan 

Menurut Gatot Supramono kredit macet adalah suatu keadaan dimana seorang 

nasabah (debitur) tidal mampu membayar lunas kredit bank tepat pada waktunva'Pada 

umummya masih ada sebagian debitur yang karena suatu sebab tidak dapat 

mcngembahikan kredit kepada bank yang telah meminjamimya. Akibatmya debitur tidak 

dapat membayar lunas hutangnya, maka terjadilah perjalanan kredit macet 

Mengenai kredit macet bukanlah merupakan hal yang baru bagi dunia perbank.an 

Berbagar tanggapan dan komentar tentang kredit macet baik lewat media elektromik, 

maupun media masa, sorta talk ketinggalan para praktisi, tcoritrs dan para pakar. Salat 

satu diantara pendapatnya adalah mengingnkan yaitu perluasan peran kejaksaan, 

penghdupan kembahi lembaga sandra, adanya arbitrase dan lain-lain 

Peryanpan kredit merupakan kewenangan bank untuk menentuk.an kewajiban­ 

kewajiban nasabah merupakan dasar untuk mengendalikan penggunaan kredit dan 

iatot Supramono, /'erhank de malash Aredot Sat unaas wrdis, Edis.i Revisi, Djambat 
Jakarta, 1997Hal 13 

Yusuf byakit, enangaa emerntash Dalam Aengatar Aredn AMaeet (Suer Merdek 7Mei 1996) 
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pemberian kredit atau sctelah kredit jatuh tempo Dalam peranjian kredit kepentingan-­ 

epentingan bank harus tetap terjaga yaitu pengaturan dalam klausulannya 

Teradinya kredit macet hampir pernah dialami oleh bank-bank dalam 

membenikan kreditnya, hal ini sering menimbulkan masalah. Masalah kredit macet terjadi 

sejyak tidak ditepatinya atau dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam 

eranan kredit Peranjian kredit merupakan kesepakatan antara pihak bank dan 

nasabah merupakan dasar untul mengendahikan penggunaan kredit dan pemberian kredit 

atau setelah kredit jatuh tempo. Dalam perjanjian kredit kepenningan-kepentingan bank 

harus tetap terjaga yang pengaturannya dalam klausulannya 

Sebelum kredit dibenikan, bank harus mnempunyat keyakinan bahwa calon nasabah 

mempunyai kemampuan dan kemauan untuk melunasi kredit yang telah diberikan 

Adapun kriteria yang lazim dalam dunia pcrbank.an adalah melihat faktor (charakter), 

kemampuan (capacity), modal (capital), jaminan (calateral) dan kondisi ckonomi 

(contoan of economic). Kelima faktor tersebut dinamakan The Fie C's of Analysis 

Untuk itu bank dalam memberikan kredit pada nasabahnya harus selektif terutama dalam 

mengamankan modal yang akan diberikan kepada nasabah 

Pemberian kredit dari bank kepada debitur yang sudah memenuhi persyaratan 

tersebut diatas, tetapi dalam pelaksanaannya seringkahi pengembahian kreditnya terjadi 

penunggakkan sehingga menimbulkan kerugian finansial atau resiko bagi pihak bank 

yang bersangkutan Dalam hal kewajtban bagi scorang debitur untuk mengembalikan 

kredit yang telah diberikan kreditur tidak ditepati, maka debitur dapat dikatakean 

wanprestasi (ingkar janji) 



Pemberian dana yang kecil mlainya sampai yang besar ada kemungkinan 

membawa kergan finansial atau resiko bagi pihak bank yang bersangkutan. Dalam hal 

kewajiban bagi scorang debitur untuk mengembahikan kredit yang telah dibenikan. Oleb 

karena itu apabila seorang debitur tidal menepati hal-hal yang telah diperjanjkan antara 

pihak debitur dan kreditur, maka debitur dapat dikatakan wanpretasi (ingkar janji) 

Adanya wanpretasi akan menyangkut berbagai akibat yang sangat luas terutama 

dalam bidang keuangan, sehingga pihak bank dalam hal ini menghadapi berbagai 

masalah yang menyangkut pemberian kredit. Arinya pihak bank terhadop nasabahnya 

akan berkurang rasa kepercayaannya Apalagi pada saat ini kasus masalah kredit macet 

past dialami oleh pihak bank, baik itu bank swasta maupun bank pemenintah, Dalam hal 

imi Bank Pasar Brebes juga perah mengalami kredit macet, sehingga menyebabkan bank 

tersebut mengalami kerugan Hal iri penulis tertanik sehubungan decngan kredit yang 

terdapat pada BPR yang penyelesaian kredit macet perlu diadakan penelitian dengan 

judul Tinjauan Yuridis Penelesaian Kredit Macet Pada BPR Puspakencana Brebes" 

B. [embatasan Masalah dan Perumusan Msala h 

Mengingat luasnya permasalahan yang berkaitan dengan masalah kredit 

perbankan, maka penelitian ini dibatasi hanya kepada penyelesaian kredit macet secara 

yuridis yang terjadi pada BPR Puspakencana Brebes 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka masalahnya dapat 

dirumusk.an sebagai berikut 

Apa yang dapat menyebabkan terjadimya kredit macet pada BPR Puspakencana 

Brebes 
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bagammanakah secara yuridis cara penyelesaan kredit macet pada BPR Puspakcncana 

Brebes 

€ ,  Tujuan Penelitian 

a Untuk mengetahui hal penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Puspakencane 

Brebes 

b Untuk mengetahui secara yuridis cara penyelesaran kredit macet pada B3PR 

'uspakencana Brebes ditinjau dari sudut yuridis 

D, Kegunaan Penelitian 

a Secara Feoritrs 

Sebagai sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan perbankan 

b Secara Praktis 

Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam membuat suatu kebijakan 

yang berkaitan dengan BPR Puspakencana Brebes 

E. Metode Penelitian 

Peneitian merupakan upaya menemukan kebenaran melalui cara-cara keilmun 

yang logis-sistematis dan konsisten. Secara definitif penelitian sosial (termasuk penelitin 

hukum) diartikan sebagai aktivitas ilmiah berdasarkan studi sistematis, bertujuan 

mengadakan verifikasi terhadap fakta-fakta lama dan menemukan fakta-fakta baru, 

dengan menganalisa sebab musabab, terjadinya proses interelasi dari proses-proses, dan 

perangkaian perurutan dani proses-proses untuk kemudian menemukan hukum atau 
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pnsp-prnsp umum dart proses sosial tersebut 

enetapan metode penehitian hukum yang sesuai dengan pokok permasalahan 
dalam penulisan skripsi ini, sebagai berikut 

Metode Pendekatan 

Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penehitian ini adalah metode 

pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu cara pendekatan terhadap masalah-masalah 

yang akan diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan upaya peryelesaian kredit macet 

Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriftif analisis, yaitu penelitian 

yang menggambarkan data hasil penelitian secara obyektif mengenai fakta-fakta yang 

menyangkut masalah kredit macet dan upaya penyelesaiannya pada Bank Pasar 

Brebes. Disamping tu juga penehitian ini berusaha melakukan analisa berdasarkan 

sumber-sumber ilmu hukum 

3 Bahan Penelitian 

ahan yang diperoleh dalam kegiatan penehitian bersumber pada 

a Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dani kepustakaan dan kcarsipan yang 

berupa peratruran perundang-undangan, pendapat para sarjana yang kesemuanya 

ada hubungan dengan penehitian 

b Data Primer, yaitu data yang diperoleh melatui wawancara (interview) an@ 

ditujukan informan berdasarkan pedoman daftar pertanyaan (kuesioner) yang 

berkaitan dengan obyek yang diteliti 
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4 Metode Pengumpulan Data 

lat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini mehi puti 

a Studi Dok umenter, digunakan untuk mendapatkan bahan-bahan kearsipan yang 

terkait den_an upaya peyelesaian kredit macet pada Bank Pasar Brebes 

b Wawancara dengan panduan dattar pertanyaan untuk mendapatkan tambahan data 

guna memperjelas data kearsipan Wawancara secara langsung dengan Direktur 

Bank Pasar Brebes dan para nasabah BPR Puspakencana Brebes 

e Observasi Langsung, digunakan untuk mencermati peristiwa-peristiwa hukum 

dalam penyelesaran kredit macet pada lembaga perbankan yang bersangk utan 

Populast dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek dani suatu penelitian Dalam suatu 

penelitian tidak harus seluruh populasi dijadikan sampel untuk diteliti, Untuk 

mengatast tersebut, maka diadakanlah sampel dengan tekmik tertentu guna mencapai 

sifat yang representif (mewakihi atau menggambarkan keadaan populasi yang 

sesungguhnya) 

Sampel tersebut diadakan karena keterbatasan waktu, biaya dan tenaga. AL%e 

tetapr walaupun tidak secara keseluruhan populasi dijadikan obyek, diharapkan hasil 

penehitiannya dapat digeneralisasikan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya 

Adapun sebagai populasi adalah Kantor BPR puspakencana Brebes 

Sedangkan sampel yang dipilih adalah Direkur BPR Puspakencana Brebes dan para 

nasabah yang mengambil kredit di BPR Puspakencana Brebes 
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6. Metode Penyajian Data 

Pengolahan data merupakan usaha konkret untuk membuat data itu berbicara, 

sebab besar dan tinggimya milai data yang dikumpulkan, apabila tidak disusun atau 

diolah menurut sistematika yang baik maka data tersebut tidak akan berarti 

Dalam suatu penelitian, data yang diperoleh akan disajikan dalam bentuk yang 

srstematis dan dalam pengaturan yang logis serta ringkas agar mudah untuk 

dipahami 

Adapun pengolahan data dengan cara Editing (to edit) yaitu memeniksa dan 

meneliti data yang benar-benar dapat dipertanggungiawabkan kebenarannya. Untuk 

selanjutnya data tersebut disapikan secara sistematis dalam bentuk uraian 

7 Metode Analiss Data 

Analisa data yang dipakar dalam penehitian ini adalah analisa data berupa 

bahan hukum primer, sekunder dan hasil wawancara serta observasi, kemudian 

dianalisa dengan anahisa normatif kualitatif Hal ini dimaksudkan data-data tersebut 

ditafsirkan berdasarkan sumber-sumber ilmu hukum yang mehiputi teori hukum, 

asas hukum, sistem hukum, doktrin hukum serta dalil-dalil hukum maupun konsep 

hukum 

F. istematika Skripsi 

Berisi pelaporan kegiatan penehitian dalam bentuk sknipsi imi, disusun menurut 

sstematika sebagai berikut 

Bab Pendahuluan, 

erisi tentang Latar belakang masalah, embatasan Masalah dan Perumusan 



Bab If 

Bab Ill 

Bab IV 
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masalah, Tujuan penehitian, Kegunaan penelitian, Metode sistematika, dee 
Sistematika sknipsi 

finjauan Pustaka 

Merupakan safan telaah sumber-sumber kepustakaan yang bersifat teorit 

yatu Proses Pembentukan BPR den Dasar Hukumnya yang meliputi 

Pengertan bank, dan Pengertian BPR. Lapangan Usaha BPR, Tugas dan 

Fungsi BR Sedangkan yang termasuk Kredit meliputi Jenis-jenis kredit, 

Jenis jaminan kredit perbank.an, Syarat dan Prosedur pemberian kredit, Kredit 

macet dan Penyelesaanmva 

lasil Penelitian dan Analisa 

Dalam Bab ini berisi uraian temuan-temuan hasil penehitian tentang. Sejarah 

berdirinya BPR Puspakencana Brebes, Fakor-faktor Penvebab terjadinva 

Kredit Macet pada BPR Puspakencana Brebes, Tindakan Yunidis 

Penyelesaian Kredit Macet di BPR Puspakencana Brebes 

Penutup 

Mengetengahkan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang sekiranya 

dapat dipergunakan dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam 

permasalahan kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes 



BAB IL 

TINJAU AN PUSTAKA 

A. Proses Pembentukan BPR dan Dasar Hukumnya 

Perusahaan Daerah BPR Puspakencana Brebes merupakan salah satu alat 

kelengkapan Otonomi Daerah dibidang keuangan atau perbankan dan menjalank an 

usahanya sebagai BPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, oleh 

karena itu untuk menjaga kesinambungan dalam menjalankan usahanya diperlukan suatu 

perangkat aturan yang dapat menciptakan kondisi dan sistem perbankan yang sehat, 

berkembang secara wajar sehingga dapat membenikan kontnibusi optimal bagi 

peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Brebes 

Perusahaan Daerah BPR Puspakencana Brebes yang didirikan dengan maksud 

dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomnian dan 

pembangunan daerah disegala b»dang dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat serta 

sebagai salah satu sumber pendapatan ashi daerah, menjalank.an aktivitasnya dengan 

pnnsip ekonomi perusahaan dan dikelola secara profesional sehingga pada akhirnya dapat 

menjadi kontnibutor pendapatan ashi daerah yang handal 

Dengan berlakunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 

scbagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang 

Pemer.tahan Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeni No. 30 Tahun 2000 tentang 

Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah BPR, maka Peraturan Daerah Kabupaten 

Daerah Tingkat II Brebes No. 14 Tahun 1995 tentang Perusahaan Daerah BPR Brees 

I0 



II 

dipandang tidak sesuai lagi dengan kondisi dan situasi saat ini, sehingga diganti dengan 

Peraturan Daerah in 

I. Pengertian Bank 

sal mula pengerian bank adalah berasal dani bahasa Italia "Babco" 

/angue Banku) yang artinya meja, yakni suatu tempat dimana para pedagang dapat 

menukarkan uang dani daerah satu dengan daerah yang lain 

Dari pengertian bank tersebut belumlah sesuai dengan perkembangan jaman 

sckarang, arena sifatnya untuk membenikan pengertian yang lcbih luas dan lengkap 

mengenat bank, ada beberapa pendapat diantaranya pendapat Prof GM Verryn 

AMuant dalam bukunya bank dan politik, menyatakan 

Bank adalah suatu badan yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan 

kredit, baik dengan alat-alat pembayaran sendiri atau dengan uang yang 

diperoleh dari orang lain maupun dengan jalan memperedark.an alat-alat 

penukar baru berupa uang giral" 

Selanjutnya pengertian mengenai bank menurut pendapat Abdurrachman 

dalam ensiklopedia ekonomi keuangan dan perdagangan menjelaskan bahwa 

Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai 

macam jasa, sepert memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, 

pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan 

benda-benda berharga, membiayat usaha perusahaan dan lain-lain" 

Sedangkan pengertian mengenai bank menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang 

pokok-pokok Perbankan yaitu terdapat dalam pasal l ayat ( I)  dinyatakan bah 

'lswandono Sarjono Purnomo, tang dan Hank Hal l 
L oe  Cit.Hal 2 
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Bank adalah usaha yang menghimpun dana dani masyarakat dalam bentuk 

smpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam meningkatkan taraf 

hidup rakyat banyak" 

Pengerian yang dikemukakan oeh UU tersebut jelas bahwa Bank merupale 

suatu badan atau lembaga yang mempunyai usaha menghimpun dana yang berupa 

smpanan dalam bentuk giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan 

bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu, kemudian menyalurkan kepada 

masyarakat melalui kredit dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, 

dengan demikian fungsi utama bank adalah sebagai penghimpun dana dan sebagai 

penyalur dani masyarakat 

2. Pengertian BP 

Di dalam ketentuan Undang-undang tidak diatur secara khusus mengenai 

pengertian BPR Puspakencana Brebes. Pengertian bank pasar ditemukan data% 

peraturan daerah No 2 tahun 1980 aitu tentang Perusahaan Daerah BPR 

Puspakencana Brebes. Pada pasal I disebutkan bahwa Perusda BPR Puspakencana 

Brebes dalam Perda ini adalah suatu badan hukum yang kedudukannya sebagai 

badan hukum diperoleh dengan jalannya Perda tersebut 

BPR Puspakencana Brebes sebagai suatu badan hukum yang diselenggarakan 

sebagai bank kredit dan tabungan, yang diselenggarakan sebagai usaha pemerintah 

daerah di pasar-pasar dalam wilayahnya Dalam hal tersebut jelas sekali bahwa B3PR 

Puspakencana Brebes merupakan lembaga keuangan yang dalam usahe 

memberikan kredit dan menerima tabungan dani pada pedagang 
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adi dapat penuhis kemukakan bahwa pengertian mengenai 3pR 

Puspak.encana Brebes itu sendini pada dasarnya sama dengan pengertian bank-bank 

lainmya, tapi pecrbedaanmya hanya terletak pada lapangan kerjanya saja, kalau BPR 

uspakencana Brebes khususnya membantu permodalan para pedagang di pasar­ 

pasar yang memerlukan modal untuk meningkatkan usahanya dibidang perdagangan 

lain halnya dengan bank-bank yang lain bergerak pada bidangnya sendiri Jadi 

pengertian BPR Puspakencana Brebes adalah lembaga keuangan yang usaha 

pokoknya adalah membenikan kredit dan jasa-jasa kepada para pedagang pasar dala 

alu hintas pembayaran dan peredaran uang 

3. Lapangan Usaha BP 

Seperti halnya bank-bank lain yang ada di Indonesia, BPR Puspakencana 

Brebes juga mempunyai lapangan usaha. Adapun mengenai lapangan usaha BPR 

Puspakencana Brebes yakni memberikan pinjaman guna menjalankan usaha-usaha 

dalam bidang perdagangan dan perusahaan-perusahaan lainnya yang lemah 

ekonominya dikompleks pasar-pasar dan tempat lain dalam wilayah Brebes serta 

para karyawan, pegawa sipil maupun ABR! yang menerima penghasilan dari kas 

egara, kas daerah dan kantor-kantor pembayaran gaji yang berkedudukan didalan 

Kabupaten Brebes. Selain itu BPR Puspakencana Brebes juga menerima simpanan 

berupa daposito dan tabungan dari masyarakat sesuai dengan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 



4. Tugas dan Fungsi BP 

Dalam upaya membantu mcmayukan kesejahteraan dan serta meningkatkan 

ekonomi dari para pedagang pasar melalui lembaga keuangan yang berupa BPR 

Puspakencana Brebes tersebut. BPR Puspakencana Brebes melakukan kegiatan­ 

egratan sesuai dengan tugas dan fungsinya 

Adapun tugas dan fungsinya BPR Puspakencana Brebes adalah memberikan 

permodalan bags para pedagang maupun bagi masyarakat ekonomi lemah lainnya 

dengan jalan 

a Memberikan pinjaman kepada 

I) Para pedagang pasar, pengusaha-pengusaha kecil yang ada pada lokasi pasar 

maupun di desa-desa dalam upaya menaikkan usahanya 

2) Kepada para petani yang berkaitan dengan usaha-usaha ckonomi produktif 

yang dapat dikembangkan 

3) Kepada para pegawar negen atau karyawan yang memerlukan 

b. Menerima simpanan dari masyarakat, terutama bagi para nasabah tetap BPR 

Puspakencana Brebes 

c Sebagai partner pemenintah daerah dalam melaksanaan pembangunan sehingga 

pemerintah daerah dapat mengambil kcbijakan dalam usaha pembangunan lewat 

3pR Puspakencana Brebes 

Fugas lain BPR Puspakencana Brebes memberikan pembinaan dan penyuluhan 

kepada para pedagang kecil atau para pengusaha kecil lainnya tentang penggunaan 

uang yang telah dipinjamkan dari BPR Puspakencana Brebes sehingga penggunaan 
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uang tersebut akan lebih meningkatkan produktivitas penghasilan para pedagang 

B. Tinjauan entang Kredit 

I. Peugertian Kretdit 

Menurut scjarahnya kata "Kredit"itu berasal dari bahasa Romawi vaitu 

Credere yang berarti Kepercayaan Kredit apabila dihubungkan dengan bank, maka 

terkanding pengertian bahwa bank selalu kreditur percaya meminjamkan sejumlah 

ang epada debitur, karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk 

membavar lunars pmnjamannya setelah jangka waktu yang telah ditentukan 

engertian kredit dalam Pasal I Sub 1 Lndang-undang Perbankan Nomor 7 

Tahun 199 adalah penyediaan atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, 

berdasark.an persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara pihak peminjam 

untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, 

mbafan, atau hasil keuntungan 

Sedangkan pengertian kredit secara umum adalah sejumlah pinjaman uang 

yang diberikan oleh bank kepada para pelaku ckonomi untuk menunjang 

pembangunan yang daksanakan dan guna tkut menyukseskan program pemerintah 

Pelak sanakan pembangunan baik disektor pertanian, industri, perumahan, 

perkebunan dan sebagainya Seluruh program pembangunan tersebut memerlukan 

bantuan pinjaman dana yang tidak sedikit jumlahnya Oleh karena itu pemerintah 

melalui lembaga keuangannya atau bank memberikan pijaman kepada pengusaha 

Sigit Trihartono. Fanya Jawab Masalah Perhakan_Aneka, Solo, 1996. halama 30 
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guna memperoleh kemakmuran yang adil dan merata didalam masyarakat yang 

mand 

Perbankan berfungsi sebagai perantara yang mengatur sirkulasi peredaran 

dana dani wilayah surplus dana ke wilayah minus dana Mak sud dari wilayah surplus 

dana adalah masyarakat yang kelebihan dana tersebut dapat disimpan di Bank berupa 

giro, tabungan, deposito berjangka dan sertifikat deposito, sedangkan wilayah minus 

dana adalah masyarakat yang kekurangan dana yang membutuhkan dana dari bank 

yang berupa kredit 

Berdasarkan Pasal I sub 1 H  Undang-undang No. I0 Tahun 1998 yang 

dimak sud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat 

dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam­ 

memnjam antar bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan membenikan bunga 

Kredit juga berfungsi sebagai sumber modal, sedangkan tujuan dari 

pembenan kredit adalah 

a Untuk mengembangkan usaha golongan ekonomi lemah di pedesaan 

b Untuk menyerap tenaga kerja dan meningkatkan ketrampilan kerja. 

c. Untuk meningkatkan penghasilan penduduk di pedesaan 

2. Jenis-jenis Kredit 

Jenis kredit dapat dibedakan menurut berbagai kniteria, yaitu dari kriteria 

lembaga pemberi, penerima, jangka waktu serta penggunaan kredit, kelengkapan 

dokumen perdagangan atau dari berbagai kniteria yang lainnya 
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Menurut Mgs. Edy Putra Tje' Aman jenis kredit terdiri dari' 

a Kredit Perbankan kepada masyarakat untuk kegiatan usaha atau konsumsi. Kredit 

imi dibenikan pemerintah atau bank swasta kepada dunia usaha untuk membiayvai 

sebagian kebutuhan permodclan atau kredit dani bank kepada individu untuk 

membiayai pembelian kcbutuhan hidup yang bcrupa barang maupun jasad 

b K@edit Liquiditas, kredit yang dibenikan oleh bank sentral kepada bank-bank yang 

beroperasi di Indonesia, yang sclanjutnya digunakan scbagar dana untuk 

membiayai kegiatan perkreditannya. Pelak sanaan kredit ini, merupakan operasi 

Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan fugas yang diemban sesuai ketentuan 

Pasal 29 Undang-undang Bank Sentral 1968, yaitu "untuk memajukan urusan 

perkreditan sekaligus bertindak mengadakan pengawasan urusan kredit tersebut 

Dengan demikian Bank Indonesia mempunyai wewenang untuk menetapkan 

batas-batas kuantitatif dan kuahitatif 

c Kredit Langsung, kredit imi diberikan oleh Bank Indonesia kepada lembaga 

pemerintah atau semi pemerintah Misalnva Bank Indonesia membenikan kredit 

angsung kepada Bulog dalam rangka pelaksanaan dari program pengadaan 

pangan atau pembenian kredit langsung kepada pertamina atau pihak ketiga 

lannya 

Kredit investasi yang ditujukan untuk penggunaan pembiayaan modal tetap 

yatu peralatan produksi, gedung dan mesin-mesin juga untuk membiaai 

rehabilitasi, dan ekspansi. Adapun jangka waktunya S tahun atau lebih. Di Indonesia, 

jemis kredit investasi ini mulai diperkenakan pada pertengahan tahun I969, 

Ed Pura Tie Aman Mgs, Kredn Per6aka Sat Tanja Yuri.dis Halama. 30.33 



bersamaan dimulainya Repelita I, sebagai penunjang industrialisasi yang drlancarkan 

pemerntah 

Kredit eksploitasi yang ditujukan untuk menggunakan pembiayaan 

cbutuhan dumia usaha akan modal kerja berupa persediaan bahan baku, barang 

dalam produksi serta piutang, sedangkan jangka waktunya berlaku pendek 

Dari segi dokumen maka kredit jenis imi, yaitu yang sangat tenikat dengan 

dokumen-dokumen yang berharga yang memihiki substitusi milai jumlah uang, dan 

dokumen tersebut merupakan jaminan pokok pemberian kredit Kredit ini banyak 

dirgunakan oleh orang yang mengadakan transaksi dagang yang berlainan tempatnya 

Jenis kredit ini, terdiri dan 

a Kredit Eksport yaitu semua bentuk kredit sebagai sumber pembayaran bag 

eksport, 

b Kredit Eksport 

Dani besar kecilnya aktivitas perputaran usaha yaitu mehihat dinamika, sektor 

yang digeluti, aset yang dimiliki dan sebagainya Maka jenis kredit terdiri dari 

Kredit Keeil yaitu kredit yang dibenikan kepada pengusaha yang 

digolongkan sebagar pengusaha keeil 

) Kredit Menengah, yaitu kredit yang dibenikan kepada pengusaha yang 

asetnya lebih besar dari pada pengusaha kecil, 

3) Kredit Besar 

Jemis-jenis kredit dibedakan menjadi 4 (empat) macam, yaitu 

I) Menurut jangka waktunya yaitu 
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a) Kredit jangka pendek adalah kredint yang waktunya paling lama I (satu) 

tahun 

b Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu antara I (satu) 

tahun sampai dengan > (tiga) tahun, kecuahi kredit untuk tanaman 

usman terse but 

e) Kredit jangka panjang adalah kredit yang jangka waktunya lebih da 3 

ttiga tahun 

Menurut kegunaannya, mehiputi 

a) kredit [nestas 

dalah kredit yang dibenkan kepada debitur untuk leperlan penanaman 

modal yang bersifat ekspansi, modernisasi maupun rehabilitasi 

perusahaan 

Misalnva krehit untuk keperluan mendinikan suatu proyek seperti tabat 

udang 

b Kredit Modal Kerja 

dalah kredit yang dibenikan untuk keperluan kelancaran modal kerja 

debitur Jadi kredit int sasaranmya untuk membiaya biaya operasi usaha 

debitur Kredit bank dipergunakan untuk membehi bahan dasar, alat-alat 

bantu maupun membayar biaya lainmya Misalnya kredit yang diberikan 

kepada koperasi Tahu Tempe, perusahaan mebel 

c) Kredit Profesr 

dalah kredit yang dibenkan bank kepada debitur semata-mata untuk 
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epentingan profesinya 

Misalnya kredit yang diberikan kepada seorang dokter gigi untuk 

membeli seperangkat peralatan medis 

3 Menurut Pemakaiannya, mehputi 

a) Kredit Konsumtif 

ldalah kredit yang diberikan kepada debitur untuk memenuhi kebutuhan 

sehari-hart 

Contohnva kredit yang diberikan untuk membeli alat-alat rumah tangga 

sepert meja-kursi, televisi, mobil Semua itu tujuannya untuk dipakai 

sampai habrs oleh debitur 

b) Kredit Produkuif 

Maksudnya adalah pembiayaan bank ditujukan untuk keperluan usaha 

debitur agar produktifitasnya akan bertambah meningkat 

4) Menurut sektor yang dibiayai, mehiputi 

a) Kredit Perdagangan 

b) Kredit Pemborongan 

c) Kredit Pertaman 

d) Kredit Peternakan 

3. Jenis Jaminan Kredit Per bank.an 

Kredit yang dibenikan oleh Bank mengandung resiko, sehingga dalam 

pelaksanaannya harus memperhatikan asas-asas kredit yang sehat. Guna mengurangi 

resiko kredit yang diberikan, maka diperlukan jaminan dalam arti keyakinan atas 



kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesua dengan yang 

diperanpkan. Faktor adanya jaminan imilah yang harus diperhatikan oleh bank 

Maka pada Pasal 8 Undang-undang Perbank.an Nomor 7 Tahun 1992 enentukan 

bahwa dalam membenikan kredit, bank umum wajib mempunyai keyakinan atas 

emampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnnya sesuat dengan 

yang diperjanpikan 

Cuna memperoleh keyakinan tersebut scbelum memberikan kredint bank harus 

melakukan penilaian dani debitur secara seksama terhadap watak, kemampuan 

modal, agunan dan prospek usaha dani debitur 

Adapun menurut pendapat Prof Subekti, SH. Jaminan atau agunan yang ideal 
adafah 

a Dapat secara mnudah memperoleh kredit oleh pihak yang memerlukan 

b Tidak melimpahkan posisi (kekuatan) si penerima kredit untuk melakuk.an 
ursahanva 

e Memberikan kepastian kepada kreditur dalam arti bahwa bila perlu muah 

druangkan untuk melunasi hutangnva si debitu 

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 
2369Keputusan Dir tanggal 28 Pebruani 1991 pada Pasal 3 tentang agunan yang 
berbunvr 

Agunan dapat berupa barang, proyek, atau hak tagihan yang dibiayai dengan 

kredit yang bersangkutan dan barang lain, surat berharga atau garansi bank 



Yang tambahkan sebagar agunan tambahan 

Dalam praktik jaminan pada perbankan Indonesia yang sering dipakai adalah 

ammnan kebendaaan yang berupa 

a hipotik, yaitu suatu hak kebendaaan atas benda-benda tidak bergerak, untuk 

mcngambil penggantian dan padanya bagi pelunasan suatu penikatan (Pasal 

162 KUHPerdata), 

b Fiducia, yaitu pemindahan mihik secara kepercayaan 
. . 

Fiducia ini pada azasnya merupakan pengembangan dari lembaga gadai, oleh 

arena itu yang menjadi obyek jaminan barang bergerak. Adapun barang yang dapat 

diammnkan itu antara lain 

a Bahan-bahan baku yang diolah, barang setengah jadi, dan hasil produksi, 

b Alat-alat investasi; 

c Kendaraan bermotor 

4. Syarat dan Prosedur Pemberian Kre4it 

Pada hakekatnya tugas pokok bank menerima dan memberikan kredif 

Sumber utama pendapatan bank berasal dari bunga kredit Dengan demikian 

bagaimanapun juga bank harus menaruh perhatian sepenuhnya terhadap segala hal 

yang berkaitan dengan operasi perkreditan 

roses pemberian kredit dari pihak bank kepada masyarakat yang 

membutuhkan dana dilakukan permohonan kredit sampai terealisasikan kredit adalah 

sebagai benikut 
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a Calon nasabah mengajukan permohenan kepada bank pelaksana kredit, yang 

alamat wilayah hukum bank yang dituju dan sesuar dengan bidang atau sektor 

ckonomi yang ditentukan, 

b. Calon nasabah mengisi daftar isian atau formulir atau blangko yang telah 

disehiakan bank 

e. Bank melakukan penelitian atau penganahisaan terhadap dana yang tersedia 

(plafon kredit) dan pnibadi calon nasabah serta segala sesuatu yang diisyaratkan 

yang berhubungan dengan usaha calon nasabah, 

d Setelah bank selesai mengadakan anahisa dan semua persyaratan terpenuhi, 

Dani hal tersebut diatas, dalam praktek perbankan di Indonesia setel%, 

berlakcunya U/ndang-undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992, mehihat pada Pa«al 

yang berbunyi 'dalam membenikan kedit, bank umum wajib mempunyai keyakinan 

untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang diperjanjikan" Hal ini dapat 

membenikan keyakinan pada bank dalam membenikan kredit bank harus "melakukan 

pemilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal dan prospek usaha 

debtu 

Oleh karena itu dalam rangka pembenian kredit sebelum permohonan 

dikabulkan guna mencegah kemungkinan kemungkinan resiko yang tidak 

diharapkan, bank harus memperhatikan hal-hal yang menyangk ut 

a Kcadaan intern bank, 

b Keadaan calon nasabah 

"Muhammad Djumhara, Hulm Per bankan hr lndones PT Cipta Aditya Bandung. Cetkan I, 1993 halama 
227 



d a Tentang Keadaan Intern Bank 

Keadaan-keadaan bank yang hars diperhatikan adalah plafon kredit 

Plafon kredit yang dimaksudkan di sini adalah batas maximum bagi bank 

untuk mengoperasikan dananya Jadi terhadap permohonan kredit yang 

masuk, bank harus memperhatikan apakah sektor yang dimintakan kredit 

masih terbuka platonnya atau tidak, kalau plafon kreditnya masih terbuka, 

maka permohonan kredit dapat dipertimbangkan untuk diproses lebih lanjut 

\db Tentang cadaan Calon Nasabah 

Setelah bank memperhatikan keadaan intemnya dan mampu untuk 

menyediakan dana bagr pemohon kredit, maka scbagar langkah selanjutnya 

memperimbangkan permohonan kreditnya Hal-hal yang perlu 

ipertimbangkan atau diperhatikan atars permohonan kredit adalah 

menyanghut 

(IPnibadi peminjanm 

(2)Harta peminjam 

(3) Usahanva 

(4) Kemampuan dan kesanggupan membayar kembahi pinjaman, dan hat. 

hal lainnya turut mempengaruhiya 

Di dalam dunia perbankan terdapat suatu pninsip yang senantiasa 

dipegang teguh yaitu bahwa kredit yang dilepaskan harus dapat diterima 

kembahi sesuai dengan peranjan Lebih-lebih karena uang tersebut adalah 

uang yang dipercayakan masyarakat dengan mengingat hal tersebut diatas 



maka bank di dalam mengabulkan suatu permohonan kredit senantiasa 

selektf 

Ukuran-ukuran yang dipakai untuk menentukan apakah suatu 

permohonan kredit dapat dikabulkan atau tidal dikenal adanya beberapa 

formulasi Formulasi yang pertama disebut The Four P S Credit Analists' 

yang terdin dari 

Personality disini rrenyangkut kepnibadian si peminjam calon nasabah, 

seperti dattar rwayat hidup, hoby, keadaan keluarga, social standing 

dan hal-hal yang menyangkut atau berhubungan dengan calon nasbah 

Hal imi memyangkut tentang mak sud dan tujuan pemakaian krecdit 

( / m e n  

Kemampuan calon nasabah untuk mengembaikan kreedit 

Yang dimaksud prospect di sini ialah harapan masyarakat kedepan dari 

usaha si pemakai 

Formula yang ismnya juga dikenal dalam dunia perbankan ada\ah 

The F e ( o f  Credit Analisns" yang terdini dari 

a Charakter tkepnbadian, watak) 

epnibadian, moral dan kejujuran dani calon nasabah diperlukan dan 

diperhatikan sehubungan untuk mengetahut apakah ia dapat menunaikan 

rt Puts Tie'aman Mgs. Loe cit. Hal 12 
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kewajibannya dengan baik, yang timbul dani persetujuan kredit yang 

akan diadakan Seorang debitur yang hanya bersedia melunasi 

hutangnya dengan paksaan, akan suhit untuk dapat dibenikan kredit 

b (apast 

Yang dimaksud dengan capasity adalah kemnampuan calon nasabgh 

dalam mengembangkan dan mengendahikan usahanya serta kesanggupan 

dalam menggunakan fasilitas kredit yang dibenikannya 

Kemampuan calon nasabah dapat dihihat, antara lain dari 

(a) Pengetahuan tentang usaha, yang dihubungkan dengan 

pendidikannya 

(b) Pengalaman pengalaman usahanya dalam menyesuaikan kondisi 

perekonomian serta mengikuni perkembangan teknologi 

(c) Pengalaman pengalaman usahanya dalam menyesuaikan kondisi 

perekonomian serta mengikuti perkembangan teknologi 

(d) Kekuatan perusahaan sekarang dalam sektor usaha yang 
dilakukan 

Dani beberapa hal yang diteliti sehubungan dengan capasity pada 

ak hirnya untuk mengetahui ability to pay, kemampuan membayar calon 

nasabah apabila permohonan kredit dikabulkan 

c. Capital 

Capital yaitu modal usaha dani calon nasabah yang telah tersedia atau 

telah ada sebelum mendapat fasilitas kredit, keadaan struktur den 
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bersifat permodalan tersebut akan menentukan seberapa besar fasilitas 

kredit bank yang akan dibenikan sebagai tambahan modal tersebut 

d Collecteral (aminan, agunan) 

Collateral merupakan jaminan yang dibenikan oleh nasabah. Jaminan ini 

bersifat sebagar jaminan tambahan, karena kredit yang utama yaitu 

pnibadi calon nasabah dan usahanya baik bonafiditas maupun 

solvabilitasnya Disamping sifatnya scbagar tambahan, jaminan atau 

collateral juga dapat dikatakan benteng terakhir bagi keselamatan kredit, 

dengan adanya jamran baik mendapatkan kepastian bahwa kredit yang 

dibenikan dapat ditenima kembahi pada saat yang telah ditentukan 

Mengena benda jaminan yang mana sudah diterangkan bahwa 

benda jaminan dapat berupa benda tetap maupun benda bergerak, yang 

mana secara yuridis "dapat dikatakan sebagat tanggogan (aminan) dan 

secara ckonomis benda jaminan mempunyai milai yang cukup tinggi, 

melebihi jumlah kreditnya serta dapat dengan mudah dicairkan atau 

diuanekan tanpa menderita kerugian 

Sehubungan dengan benda jaminan tersebut, hal-hal yang perlu 

ditehiti antara lain 

( I )  Surat tanda bukti dani benda jaminan, 

(2)Atas benda jaminan tersebut, apakah sudah pernah diikatkan secara 

yunidis sebagar jaminan atau pinjaman lainnya 

(3) Apakah benda yang diikatkan sebagai jaminan telah diasuransikan 



Debitur-debitur yang emperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat 

mengembalikannya dengan baik pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataannya 

kredit kepada bank yang telah meminjaminya Akibat debitur tidak dapat membayar 

unas tangnya Maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet 

Untuk lcbih jelasnya yang dinamakan KREDIT MACET adalah suatu 

keadaan dimana seorang debitur tidak mampu membayar lunas kredit tepat pada 
,, 

waktunva 

Menurut Subarjo Joyosunarto (199.4) mengemukakan bahwa kredit maeet 

adalah kredit yang angsuran pokok dan bunganya tidak dapat dilanasi selama lebih 

dan 2 (dua) masa angsaran ditambah 2 (dua puluh satu) bulan, atau penyclesaian 

kredit telah diserahkan kepada pengadilan atau BUPLN atau telah diajukan ganti 

erugan kepada Perusahaan Asuransi kredit lstilah kredit macet dipergunakan 

dalam lingkungan perbankan berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No 

26/4/8PPP tanggal 29 Mei 1993, dimana kredit bank dibagi dalam 4 (empat) kriteria 

kolektibilitas kredit, vaitu 

a. Kredit Lancar 

Dikatakan kredit lancar karena tidak terdapat tunggakkan baik angsuran pokok 

maupun bunganya. Terdapat tunggakan angsuran pokok atau tunggakan bunga, 

tetapi behum melampui I (satu) bulan bagi kredit yang masa angsuranmya kurang 

Gatat Supramono, Ibid, Hal 13 
lg Ridwan Widyadharma, lukum Sekitar Perjatan Aredit, Bad.an Penerbit Uadip 1997_hi $9.63% 



dan I (satu1 bulan atau belum melampui (tiga) bulan bagr kredit yang masa 

angsurannya (dua bulan sampan > (tiga) bufan, atau belum melampui 6 (enamJ 

bulan bagi kredit yang masa angsurannya (empat) bulan atau lebih 

b Kredit Kurang Lancar 

Dikatakan kredit kurang lancar apabila terdapat tunggakan angsuran pokok yang 

malampui I (satu bulan dan belum melampui 2 (dua) bulan bagi kredit dengan 

masa angsuran kurang dani I (satu) bulan atau melampu (tiga) bulan dan belum 

melampui 6 (enam) bulan bag kredit yang masa angsurannya (dua) bulanan 

atau atau (tiga bulanan, atau melampui 6 tenam) bulanan atau lebih Terdapat 

tunggakan bunga yang me'ampui 3 (tiga) bulan bagi kredit yang masa 

angsuranoya kurang dan I tsatu) bulan, atau melampui (tiga bulan dan belum 

bag kredint yang masa angsurannya lebih dan l (satu) bulan 

e Kredit Diragukan 

Dikatakan kredit diragu#an apabila suatu redit tidak memenuhi kriteria lancar 

dan kurang lancar, yang berdasarkan penilaian dapat disimpulkan bahwa kredit 

masth dapat drselamatkan dan agunannya bermlat sekutang-kurangnya 75% dati 

hutang pen njam, termasuk bunganya atau kredit tidak dapat diselamatkan tetapr 

agunannya mash bermlar sekurang-kurangnya 00% dart hutang peminjam 

d Kredit Macet 

Dikatakan kredit macet apabila tidak memenuhi kriteria lanear, kurang lancar dan 

diragukan Atau memenuhi kniteria diragukan tetapi dalam jangka waktu 2I (dua 

puluh satu) bulan sejak digolongkan diragukan belam ada pelunasan atau usaha 
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penvelamatan kredit atau kredit tersebut penyelesaiannya telah diserahkan 

epada engadilan Negeri atau Badan Usaha Piutang Negara (BUPN) atau telah 

auk.an penggantian ganti rugi kepada Perusahaan Asuransi Kredit atau jug 

telah drapuk.an ke Arbitrase 

Dihubungkan dengan kredit macct, maka ada (tiga macam perbuatan saja yang 

(ergolong wanprestase, sebagai berikut 

I) Nasabah sama sekahi tidak dapat membayar angsuran kredit (beserta 

bunganya 

2) Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya 

3) Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu 

yang dijanjikan berakhie 



BAB II 

HASIL PENELITLAN DAN ANALISA 

A. Hasil Penelitian 

I. Sejarah Berdirinya BPR Puspakeneana Brebes 

Pendirian BPR Puspakencana Brebes berawal dani banyaknya par 

pedagang di pasar-pasar di wilayah Kabupaten Brebes yang mengeluh karena terjerat 

oleh para Money Lenders dengan bunga yang mencekik leher dengan memberikan 

bantuan permodalan juga bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan 

perekonomian dan pembangunan daerah disegala bidang dalam rangka 

mngkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber Pendapatan Daerah 

PR Puspakencana Brebes sejak berdiri tanggal 22 0kt0ber 1951 banyak 

engalami hambatan dan rintangan baik intern maupun extern. Pada tahun I951 

sampai dengan tahun 1960 BPR Puspakencana Brebes berjalan dan 

perkembangannya kurang menggembrakan, kemudian pada tahun 1960 sampai 

dengan tahun 1967 mengalami stagnasi, keadaannya menjadi mundur, sehingga di 

tahun 1970 Bank dinyatakan mnacet atau tidak operasional 

Kemudian pada tahun 1971 9PR puspakencana Brebes dibina kembali 

untuk dapat berjalan lagi dan pada tahun I78 diputuskan untuk berdiri sendiri lepas 

dani Dinas Pendapatan Dacrah. Selanjutnya pada tahun 1981 melalui ijin Menteri 

Kuangan Republik Indonesia BPR Puspakencana Brebes melanjutkan usahanya 

hingga sekarang 

3 
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Dalam menjalankan sahanya BPR Puspakencana Brebes sejak berdirt 

embali pada tahun 198I sampai bulan Desember 1993 gelalu mengalami kerup 

hingga mengakibatkan "Minus Permodalan mencapai sebesar Rp 301 461,000, 

tAga ratus satu juta empat ratus enam puluh satu nibu rupiah). Jumlah kerugian 

tersebut bagi manajemen saat itu merupakan angka yang sangat besar dan sulit untuk 

dapat segera diatasi. Kerugian tersebut belum termasuk perhitungan kemungkinan 

erugian akibat Non Performing Loan sebesat Rp. 482 118 177 (empat ratus delapan 

puluh dua juta seratus delapan belas ibu seratus tujuh puluh tujuh rupiah) atau 90% 
dart total lending 

esarnya kerugian tersebut antara lain disebabkan karena tinggmnya 

pembayaran suk bunga Deposito pada waktu itu yang tidak diimbangi dengan 

perolehan pendapatan bunga kredit, karena permasalahan Non Performing Loan yang 

sangat besar Sedangkan faktor lain yang menyebabkan kerugian waktu itu antara 
la 

Belum adanya komitmen yang jelas dani pemilik dan pengurus terhadap 
cksistensi bank 

Sistem manajemen dan organisasi belum sesuai dengan kcbutuhan Bank pad 

saat tu dan untuk masa yang akan datang 

Kebutuhan pos-pos Pelayanan yang terbesar di daerah se-Kabupaten Dati IL 

Brebes sebanyak 24 Pos (loket pembantu) dinilai kurang efisien bahkan terjadi 

penyelewengan oleh oknum-oknum pegawai BPR Puspakencana Brebes karena 

terbatasnya plaksanaan sistem pengawasan 
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Jumlah karyawan pada tahun 1993 ada 76 orang, kualitas % 

pengalaman kerja karyawan sangat minim hal ini disebabkan karena prusahaan 

tidak pernah mengikutsertakan karyawan-karyawannya dalam pelatihan dan 

pendidikan-pendidikan yang brekaitan dengan masalah perbankan baik yang 

discenggarakan oleh Bank Indonesia maupun danti lembaga lainnya, karyawan 

belajar perbankan secara otodidak 

Dengan adanya kemauan yang besat, dan kesungguhan dari pemerintah 

Kabupaten Brebes sebagai pemihik tunggal, didalam merangani permasalahan 

yang membalut BPR Pusakencana Brebes, maka manajemen bank telah bekerja 

eras sesuai komitmen yang telah disepakati yaitu mengupayak.an dengan segera 

agar kondisi BPR Puspakencana Brebes dapat puhih dan tumbuh berkembang 

menjadi bank yang sehat dan dapat sejajar dengan bank-bank lain yang ada di 

Kabupaten Brebes 

Tahap demi tahap restruktutisasi yang telah dilakukan telah mulai tampak 

hasilnya pada bulan Ok1ober 1994, karena pada bulan tersebut bank telah mulai 

mampu memperoleh laba usaha pada setiap bulannya, dengan sendirinya jumy%4 

akumulasi kerugian bank mulai ikut menurun 

Menurut laporan keuangan bank tutup buku tahun I96 dani jumlat 

kerugan sebesar Rp. 346.220 000_. (iga ratus empat puluh enam juta dua ratue 

dua puluh ribu rupiah) dapat diturunkan menjadi Rp. 145 871 000, (seratus 

empat puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu nibu rupiah) karena bank 

telah mampu memperoleh laba sebesar Rp. 200,349 .000_. (dua ratus juta tiga 



ratus empat puluh sembilan nibu rupiah) 

Dani sisa jumlah kerugian scbesar Rp 145 871 000, (seratus empat 

puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh satu ibu rupiah) terscbut ternyata dapat 

heapa pada posisi Break Event Point pada bulan September tahun 1997 erda peat 

surplus laba Rp 41 122 852, (empat puluh satu juta seratus dua puluh dua tty 

delapan ratus hima pulah dua rupiah 

2. Tujuan Pemberian redit 

Dalam setiap proses kegiatan perkreditan selalu akan terlibat pelaku 

utama yatu Pengusaha atau Nasabah, Bank dan Masyarakat. Oleh karena itu 

egiatan perkreditan secara umum mencakup hal-hal sbagar berikut 

egiatan usaha nasabah akan berjalan lancar setelah menerima kredit dan 

performance nasabah lebih baik dari sebelum menerima ktedi 

Meningkatkan minat berusaha 

Merupakan pos utama pembentukan asset dan sumber utama pendapat B3an 
sekaligus menjamin kehidupan Bank 

Merupakan penunjang dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang 
berdampak baik pada pertumbuhan dan perkembangan B3ant 
Berfungsi sebagai instrumen moneter 

Meningkatkan kegiatan produksi 

Meningkatkan arus dan daya guna uang serta menghidupkan ekonomi pasar 



35 

3. Sasaran kredit 

Sasaran pemberian kredit di BPR Puspakencana Brebes diarahkan pada 

pemingkatan skala usaha, memperluas kesemapatan kerja dengan sasaran yang 

disesuaikan dengan pembangunan daerah yaitu dengan memprioritaskan pemberian 

kredit pada sub sektor perdagangan dan industni keeil yang mempunyai prospek baik 

Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka secara umu 

sasaran pemberian kredit adalah seluruh lapisan masyarakat diprioritaskan warga 

Brebes dani berbagai kalangan baik masyarakat umum maupun pegawat baik 

pegawar negen maupun swasta yang mempunyai usaha, dimana usaha tersebut tidak 

bertentangan decngan kebijaksanaan pemerintah yang ada dan usaha tersebut menurut 

Bank layak dibiayai 

Sektor-sektor usaha yang dapat dibiayai antara lain 

a Pertaman 

b Perindustnan 

e Perdagangan 

d Jasa-asa 

e Lan-la 

4, Prosedur Permohonan Kredit 

Surat Permohonan Kredit (SPK) adalah surat permohonan kredit yang 

diajukan oleh peminjam, jadi SPK merupakan bukti adanya permohonan kredit dan 

SK dengan lampiran-lampirannya menjadi sumber informasi dalam penilaian 

redit 
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4.L. Proses P'engajuan Kredit di BP Puspakencana Brebes, sebagai berikut: 

Calon nasabah datang sendiri 

Penjelasan oleh petugas yang berkaitan dengan persyaratan permohonan 

kredirt 

3 Nasabah diberi formulir permohonan kredit 

4 Berkas permohonan yang telah disertair oleh calon nasabah diserahk.an 

kembahi kepada Bank disertai dengan jaminan atau agunan sesuai dengan 

ens nasabah untuk dilakukan proses kredit selanjutnya 

4.2. gsabah ! mum 

Mak sudnya nasabah umum adalah pemberian kredit dibenikan kepada 

masyarakat urum yang mehiputr pedagang dan petani 

4.2.I. Nasabah Pedagang 

Pelayanan pemberian kredirt dibenikan pada para pedagang antuk usaha 

Yang produktif dibidang perdagangan dengan mengajukan permohonan 

kredit dengan persyaratan 

a Surat permohonan punjam uang 

b Surat permohonan dilengkapi dengan lampiran scsuat ketentuan 

Bank 

e. Bagi nasabah pedagang pasar berkas permohonan kredit yang ade 

dilengkapi dengan surat permohonan dani Kepala Kantor Pasar 

setempat 

d Kesediaan nasabah untuk diadakan pengecekan barang jaminan yang 

, 
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pelaksanaannya dibuktikan dengan laporan hasil pemeniksaan 

anan 

Pelayanan pemberian kredit diberikan pada para petani untuk usaha yang 

produkpif dibidang pertamian dengan terlebih dahula mengajukan 

permohonan kredit dengan persyaratan 

Surat permohonan kredit dilengkapi dengan surat keterangan 

epemihikan hak dani Kepala Desa dan Camat setempat 

4.3, Nasabah Pegawai 

Pelayanan pemberian kredit kepada Pegawai Negeri Sipil/UMD/BUMN/ 

Anggota Polri/TNL/Pegawai Swasta diprioritask.an untuk usaha-usaha produkif 

Formufir Permohonan kredit Ngsabah Pegawai terdiri dari; 

a Surat Permohonan Pijam tang 

b Surat keterangan atau pernyataan dani Kepala Dias atau Kantor yang 

bersangk utan untuk kelancaran angsutan nasabah yang bersangk utan 

c Surat kuasa potong gap darr calon nasabah kepada juru bayar, diketahut olel 

Nepala Dinas atau Kantor 

d Surat keterangan dani bendahara atau jutu bayar mengenan sisa gap terakhir 

calon nasabah diketahui oleh Kepala Dinas yang bersangk utan 

5, [Hal-hal yang perlu diperiksa dalam menerima Derkas permohonan kreit 
antara lain 

Kelengkapannya, dalam arti dilengkapi dengan lampirannya sesuai dengan 
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ketentuan Bank 

Kebenarannya, data yang diserahkan calon nasabah dan bukti kepemilikan 

barang jaminan 

> Aspek hukum, dalam arti pemeniksaan aspek hukum permohonan kredit (lihat 

lampiran-lam piran permohonan kredit) 

6. Suku bunga, Provisi, Biaya, Administrasi, Tabungan Wa jib 

6.I. Suku Bunga 

Suku bunga kredit dapat disesuaikan dengan situasi ekonomi dan tingkat 

ebutuhan dan kemampuan debitur yaitu disesuaikan dengan suku bunga pasar 

perbankan, dihitung Flate rate 

Penentuan besarnya suku bunga kredit ditetapkan oleh Direksi dengan 

memperhatkan Cost of Fund dan Overhead Cost, dan untuk tiap-tiap debitur 

dapat ditetapkan suku bunga yang berbeda-beda 

6.2. Proisi dan iaya Administrasi 

Setiap realisasi kredirt dikenakan biaya 

a Provisikredit sebesar I % dani plafond 

b Biaya Administrasi sebesar 1,75% dani plafond 

6.3. Tabungan Wajib 

Untuk mendidik dan melatih masyarakat gemar menabung, maka setiap 

debitur diwajibkan menyetor tabungan wajib yang besamnya dibuat krieteria 

Besarmya tabungan wajib yaitu 

a Untuk Kredit PKM (Provek Kredit Mikro) besarya tabungan wajib sebeg%e 
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5 %  dari plafond Kredit, yang penyetorannya dapat dilakukan pada saat 

rearsasi kredit 

b Lntuk Kredit L/mum Bulanan dan Kedit Musiman besarnya tabungan wajib 

scbesar 3 % dari plafond kredit, yang penyetorannya dapat dilakukan pada 

saat reahrsast kredit 

c Untuk Kredit Pegawai besarya tabungan wajib scbesar satu kali angsuran 

dari plafond kredit, yang penyetorannya dapat dilakukan pada saat realisasi 

kredit 

6.4. Plafond Kredit, Sistem Angsuran dan Sanksi atau Denda 

6.4.1. PLafond Kredit 

Batas maksimum Pemberian Kredit kepada setiap debitur ditetapk.an 
maksimum 20 % dari moaf 

6.4.2. Sistem Angsuran 

Sistem Angsuran disesuaikan dengan jenis usaha debitur dan penggunaan 
kredit, yaitu 

Harian, jangka waktu 27 hari atau 4 hari 

2. Mingguan, jangka waktu 12 minggu 

3. Bulanan jangka waktu 3 bulan, 6 bulan, 10 bulan, 12 bulan, 18 

bulan, 24 bulan, sampai dengan maksimum 60 bulan 

6.4.3. Sanksi atau Denda 

Terhadap debitur yang lalai dalam pembayaran kewajiban kreditnya 

dapat dikenakan sanksi atau denda yang besamya ditetapkan 1 % per 
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bulan dani jumlah tunggakan angsuran baik pokok maupun bunganya 

7, Analisa redit 

Berkas permohonan kredit yang masuk selanjutnya di cek kebenarannya oleh 

petugas kemudian dianalisa Bank wajib melakukan analisa kredit dengan maksud 

untuk mengetahui kemampuan pembayarannya kembali dan untuk menekan sekecil 

mun@kin resiko yang mungkin timbul, untuk pengajuan kredit dengan jumlah 

tertentu analisa kredit dilakukan olch minimal orang petugas kredit 

7.1, Prinsip Evaluasi dan Analisa Kredit pada Hakekatnya dilakukan untuk: 

Meneliti dan memeniksa keadaan nasabah dalam kaitannya dengan 

kegiatan usaha yang dilakukannya 

Melakukan analisa arus Kas Perusahaan, termasuk faktor-faktor yang 

mempengaruhimya. Faktor tersebut misalnya tekmik produksi, pemasaran, 

finansial, personalia dan kebijakan pemerintah 

7.2. Fungsi Pe.ugas Analis redit adalah: 

Mengolah permohonan kredit yang masuk sedemikian rupa sehingga 

menjadi informasi yang dapat digunakan oleh pimpinan untuk mengambil 

keputusan atas permohonan dimaksud 

2 Menuangkan hasil pengolahan kedalam laporan hasil pembahasan kredit 

Yang mehputt perkembangan usaha nasabah, tingkat keaktifan angsuran 

kredit, fasilitas kredit yang telah diperoleh (kalau ada), milai transaksi dan 

ilai ekonomis atau strategrs jaminan yang diserahkan, serta saran-saran 

diperlukan 
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7.3, Tugas Analis Kredit: 

Menerima dokumen-dokumen pemohonan untuk pengolahan lebih lanjuf 

baik untuk permohonan baru, perpanjangan maupun tambahan dari bagian 

pemasaran. 

2. Merencanakan, melakukan dan menyusun laporan hasil analisa kredit 

berdasark.an pedoman-pedoman yang terdapat pada ketentuan umum 

perkreditan 

3. Menyelesaikan tugas pengolahan secara efisien dan efektif sesuai dengan 

target yang telah ditentukan 

4. Meningkatkan kualitas pengolahan kredit 

5. Melakukan analisa kondisi usaha dan agunan nasabah dalam rangka 

menunyang monitoring kredit 

6. Menyusun, memelihara dan mengembangkan sistem filling dokumentasi 

pengolahan perkreditan sedemikian rupa sehingga pengolahan kredit dapat 

berjalan dengan efisien dan efektif 

7.4, Tanggung Jawab Analis Kredit; 

Analis kredit bertanggungiawab atas ketelitian, kebenaran dan 

keobyektifan laporan hasil pembahasan kredit karena keputusan atas 

permohonan kredit sangat dipengaruhi oleh hasif analisa tersebut. 

2 Mendukung bidang kredit dalam pelaksanaan program peningkatan 

kualitas pengolahan kredit. 

Seorang analis kredit harus dapat melakukan penilaian kredit dengan 



tehiti dan seksama dengan tuyuan agar kredit yang dibenikan dapat mnencapai 

asaran yantu 

Aman, artinya bahwa kredit tersebut harus diterima kembali secara tertib 

Ferarah, artinya bahwa kredit tersebut akan dipergunakan untuk tujuan 

yang sejalan dengan kebijaksanaan Bank yang ditetapkan termasuk juga 

peraturan atau perundang-undangan yang berlaku 

3 Menghasilkan, artinya kredit tersebut akan memberikan penghasilan 

epada Bank, atau sekurang-kurangnya mencegah terjadiya kerugian 

yang lebih besar bagi Bank, apabila hal terscbut menyangkut kredit 

penyelamatan 

U/ntuk mencapai sasaran tersebut diatas, maka digunakan 

pendekatan prinsip 5 C terdiri dari 

1. (hraeter 

Penilaian charakter pada dasarnya dimaksudkan untuk mengetahui 

emauan, melunasi kredit dari scorang nasabah, disamping mengetahui 

sifat-sifat pribadi lainnya 

2. Capacity 

Capacity merupakan kemampuan riil untuk membuat rencana dan 

mewujudkan mnenjadi realitas. Penilaian terhadap capacity terutama 

dimaksudkan untuk menilai capacity to repayment yaitu kemampuan 

nasabah untuk melunasi kredit 



3. Capital 

Penilaian atas besarnya modal nasabah adalah penting, mengingat 

kredit pada dasamnya hanya merupakan tambahan pembiayaan bagi suatu 

usaha atau proyck dan tidak menyediakan sepenuhnya jumlah pembiayaan 

yang diperlukan 

4. Condition of Economy 

Penilaian kredit yang baik tidak boleh mengabaikan penilaian 

terhadap kondisi ekonomi, baik ekonomi regional, nasional maupun 

mnternasional terutama yang berhubungan dengan sektor usaha nasabah, 

karena berhasilnya suatu usaha biasanya tidak bisa terlepas dari pengaruh 

kondisi ekonomi tersebut 

5. Collateral 

Yaitu pemilaian terhadap jaminan sebagai salah satu aspek dalam 

pengamanan kredit yang diharapkan dapat mengkompensir resiko yang 

mungkin timbul 

8. Persetujuan Kredit 

8.1. Kredit Disetujui 

Berkas permohonan kredit yang telah dianalisa oleh petugas, kemudian 

dimintakan persetujuan Direksi 

Mekanisme pengajuan persetujuan kepada Direksi adalah sebagai berikut 

a UPK Brebes 

Berkas permohonan kredit yang telah dianalisa diserahkan kepada Kepala 
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Seksi Kredit untuk diteliti kembali dan diusulkan kepada Kepala Bagian 

emasaran untuk dimintakan persctujuan Direksi 

b UPK Bumiayu dan UPK Ketanggungan 

Berkas permohonan kredit yang telah dianalisa diserahkan ke Pimpinan 

DPK, selanjutnya diserahkan kepada Kepala Bagian emasaran untuk 

dmintakan persetuyuan pada Direksi 

e U/ntuk Kredit KM 

Derkas permohonan kredit yang telah dianalisa diserahkan kepada 

Koordinator Kredit Program (PKM) untuk dimintakan persetujuan Direksi 

aa epala Bagan Pemasaran 

8.. Wewenang Perseftujuan redit 

Untuk mewujudkan adanya tanggungiawab yang lebih baik dalam 

engolahan kredit diperlukan adanya batasan wewenang persetujuan kredit 

p. 5000.000,- s/d Rp. 300.000,000,­ 

Di atas Rp. 300.000.000, s/d BMPK dengan surat 

persetujuan Ketua Dewan Pengawas Bank BP 

b Kabag Pemasaran Rp. 2.000.000,- s/d Rp 5.000.000, 

8.3, Kedit Ditola 

Surat Penolakan resmi dari seksi kredit dengan disertai alasan-alasan yang 

tepat berdasarkan hasil anahisa dari petugas analis 



9, aminan edit 

Sebagai salah satu cara untuk meningkatkan kuahitas kredit adalah dengan 

cara melakukan penilaian agunan atau Collateral, dalam hal menentukan jaminan yang 

dipersyaratkan, maka dapat ditentukan barang atau usaha debitur sebagai agunan, 

sehingga tidak diwajibkan meminta agunan tambahan 

Namun demikian tidak menutup kemungkinan apabila dipandang perlu untuk 

pengamanan kredit diperlukan jaminan guna mengkompensir resiko apabila kredit 

dak dilunast 

Faktor pengamanan tersebut pada ganis besamya dapat berupa 2 hal 

a Aspek Jaminan itu sendiri yang dapat berupa barang begerak, barang tidak 

bergerak apapun hak yang diserahkan untuk menjamin kredit yang diminta 

b. Aspek Administrasi yaitu sistem administrasi yang dijalank.an nasabah dalam 

menunyang usahanya. Administrasi yang baik disamping dapat menunyang 

pengelolaan usaha nasabah juga membantu bank dalam pengamanan kredit yang 

diberikan kepada nasabah yang bersangk utan, baik dalam penyediaan data analisa 

pemberian kredit maupun data untuk laporan-laporan dalam rangka pengawasan 

redit 

Jaminan kredit di BPR Puspakencana Brebes sebagai berikut: 

a. lntuk asabah k edit t mum 

I. Jaminan BPKB Sepeda Motor atau Mobil, dengan ketentuan sebagai 
berikut: 

a Tahun pembuatan sepeda motor atau mobil diutamakan mulai tahun 1990 

b. Kendaraan yang amink.an milik seniri atau atas nama sendiri 



e Plat nomor kendaraan diutamakan daerah Brebes (G 

d Kenda"an sang dnamink.an tidal untuk usaha diluar kota Brebes 

e Diprioritaskan bukan kendaraan penumpang umum atau bukan mobi 

beban 

endaraan yang ryamink.an tidak dalam kondisi sengketa dengan pihak 

lain 

ondisi kendaraan dalam keadaan bail atau normal 

2. Kios Pasar atau Los Pasar dengan ketentuan sebagai berikut: 

a Kios atau Los Pasar yang dijamink.an atas nama nasabah yang 

bersangk utan 

b. Masa berlakunya Surat Keterangan atau in Kios atau Los Pasar yang 

dijamink.an tidak kadaluarsa 

c Kios atau L os  Pasar yang dijaminkan tidak sedang di persengketakan 

dengan pihak lain 

3. Sertifilat, dengan ketentuan; .,, 

a Sertifikat Hak Milik atas nama nasabah yang bersangkutan (suami atau 

str) 

b Bukan sertifikat Hak Mihik dimana atas namanya lebih dari satu orang 

kecuali atas nama Suami dan Istri nasabah yang bersangkutan yang 

keduanya masih hidup 

e. Tanah yang dijadikan jaminan tidak dalam sengketa dengan pihak lain 

d Tanah yang dijadikan jaminan dinilai oleh pihak Bank strategis dan 



Marketable 

e. Bersedia dibuatkan SKMHT tau akta Hak pemberian tanggungan sesuai 

dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku 

4. Bilyet Deposito, dengan ketentuan sebagai berikut: 

a Bilvet Deposito atas nama nasabah yang bersangkutan 

b. Bilyet yang dijadikan jaminan adalah Bilyet Deposito Bank BPB 

c. Jangka waktu deposito diatas jangka waktu pinjaman nasabah yang 

bersangk utan 

Taksiran Harga Lelang Sita (THLS) untuk masing-masing jenis 

jaminan adalah minimal 125% dani besarnya kredit nasabah yang bersangkutan 

b. asabah Kredit Pegawai Jenis dan ketentuan jaminan kredit pegawai adala h 
sebagai berikut: 

a. SK Pengangkatan Pegawai Negeri atas nama nasabah yang bersangkutan (asli) 

b Kartu Peserta Taspen atau kartu yang fungsinya dipersarakan (asli) 

c. Kartu Pegawai (Karpeg) asli 

d Atau salah satu diantara jami.an tersebut diatas 

[0. Pencairan Kredit 

Setelah berkas permohonan kredit dianalisa dan telah disetujui pencairannya, 

maka pencairan kredit dilaksanakan 

Hal-hat yang perlu disampaikan kepada nasabah dalam pencairan kredit 
adala h sebagai berikut; 

Nasabah harus dibenikan penjelasan mengenai biaya-biaya yang timbul atas 

pencaran kredit, meliputi Provisi, Administrasi dan lain-lain yang besarya 



ditetapkan lebih lanjut oleh Direksi 

Nasabah diber penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Surat 

Persetujuan Hutang dan Perjanjian Kredit yang meliputi 

a Besarva Plafond kredit yang disetujui dan uang yang diterima 

b. Jangka waktu pijaman 

c. Tanggal jatuh tempo kredit 

d Besarnya angsuran kredit setiap bulanmya 

e Tanggal angsuran 

f Jaminan kreditnya 

g Sanksi keterlambatan tanggal angsurannya dan sanksi apabila nasabah 

menunggal 

h Hal-hal lainnya yang berkaitan dengan Surat Persetujuan Hutang dan 

Perjanjian Kredit 

Tempat Pencairan Kredit. 

a. Untuk Kantor Pusat (UPK Brebes) realisasi kredit dilaksanakan di kantor pusat 

b Untuk UPK Ketanggungan, realisasi kredit dilaksanakan di kantor UP 

Ketanggungan 

c. Untuk UPK Bumiayu, realisasi kredit dilaksanakan di kantor UPK Bumiayu 

Pelaksanaan realisasi kredit untuk masing-masing Unit Pelayanan Kas 

(UPK) dilakukan oleh Pimpinan UPK dengan didampingi oleh Kepala Bagian 

Pemasaran yang mewakihi Dircksi atau Petugas lain dari kantor pusat yang 

ditunyuk 
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I I ,  Administrasi Kredit 

Administrasi kredit dilaksanakan oleh Seksi Kredit yang mehiputi antara lain 

penyimpanan berkas-berkas permohonan kredit yang telah direalisasi, administrasi 

angsuran kredit dan penyimpanan dokumen-dokumen asli atas barang-barang yang 

dijaminkan secara aman, dan penyediaan informasi-informasi dibidang perkreeditan 

yang dibutuhkan untuk kepennngan iteren maupun ekteren Bank 

Fungsi administrasi kredit juga mengatut penerimaan permohonan kredit baik 

untuk nasabah baru maupun nasabah lama atau perpanjangan 

I2. Penagihan redit 

Penagihan kredit dilakukan terhadap nasabah lancar yang sampai melebihi 

tanggal wajib setor belum melakukan pembayaran, juga terhadap nasabah yang 

menunggak angsurannya dan sudah tergolong Kurang Lancar, disamping it 

penagthan dilakukan terhadap nasabah Diragukan dan Macet 

Penyelamatan Kredit meliputi; 

Pengawasan dan pengelolaan atas kredit diragukan dan macet agar dapat 

diselesaikan dengan sebaiknya-baiknya 

enguasaan atau penyitaan barang janan kredit yang bersangkutan secara 

fisik untuk kemudian diusahakan penjualannya sesuai dengan ketentauan 

yang berlaku 

3 Melaporkan dan meminta persetujuan Direksi untuk 

a Pengajuan permohonan lelang atau eksekusi atas barang jaminan tanah 
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atau bangunan kepada yang berwenang 

b Disertai dengan alasan atau pertimbangan yang konknit untuk 

menyerahkan penyelesaikan pinjaman macet yang bersangkutan kepada 

pengacara atau pengadilan negeri 

4. Mengajukan permohonan ijin kepada Dircksi atas kredit macet yang telah 

disahakan penyelesaiannya secara intensif dan terus menerus namun tidak 

membawa hasil, untuk dihapuskan sesuar dengan ketentuan yang berlaku 

b. Prosedur Penagihan Penanganan untuk Penyelamatan Kredit 

Petugas memeriksa data pada kartu pinjaman debitur yang menunggak yang 

akan ditagih dan dihihat permasalahannya serta dibuatkan perhitungan 

tagihannya 

Dibuatkan surat tugas penagihan kepada petugas lapangan dan hasilnya 

dilaporkan, yang kemudian direkap guna untuk dilaporkan secara mingguan 

dan bulanan kepada Direksi untuk diketahui perkembangan Tingkat 

Kesehatan Kreditnya 

3. Dalam hal penunggak atau debitur minta keringanan bunga harus membuat 

atau mcngisi blangko permohonan keninganan 

4 Permohonan tersebut diatas harus dikuatkan oleh usulan dan pertimbangan 

kepala Bagian Pemasaran guna mendapatkan persetujuan Direksi 

5. Bagi debitur penunggak yang mampu tetapi membandel ibuatkan jadwaf 

a Penagihan secara insidentil melalui jalur hukum somasi atau gugatan 

melalui Pengadilan Negeri 
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b enarikan jaminan dan atau menjua barang jaminan yang ada maupun 

bukan barang yang dryamink.an dengan jalan secara kekeluargaan 

6 Bagi debitur penunggak yang tidak mampu dan tidak bisa ditagih kembali 

dninventarsir untuk diursulkan dihapus bukukan 

7 Kniteria nasabah yang tidak mampu dan tidak bisa ditagih kembali 

a Nasabah terscbut meninggal dumia, ahhi waris tidak mau 

bertanggungawab atau tidal mampu 

b Nasabah tersebut berpindah alamat atau tempat titggal dan atau 

melanikan din 

c Kondisi nasabah dalam keadaan yang mempnihatinkan dan atau kena 

musibah beneana alam 

d Nasabah tersebut dalam keadaan tidak sehat lagi batk jasmani maupun 

rohant 

e. Nasabah tersebut kreditnya keel dan tidak bisa memihiki jaminan 

IJ. Pengawas.an kredit 

Pengawsan Kredit adalah pengawasan terhadap proses pelaksanaan 

pemberian kredit sejak kredit direalisasi sampai dilunasi 

Tuyuan pengawasan kredit adalah untuk memantau agar kredit yang 

diberikan tidak menjadi bermasalah atau gejala-gejala bermasalah dapat terdeteksi 

sejyak dini dengan memastikan bahwa 

a. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan telah melalui proses atau prosedur yang 

berlaku dan diadministrasikan dengan baik 



b. Seluruh fasihitas kredit yang dibenkan diindung dengan jammnan yang memadai 

atau mempunya milai cukup dan telah dikat secara sempurna 

c. Kebijakan dibidang perkreditan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan interen 

yang ada, Bank Indonesia dan Peraturan Pemerintah lainnya 

d Seluruh kewajiban Debitur telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlak 

e Seluruh kesalahan yang ditemukan oleh fungsi pengawasan telah dilakukan 

perbaikan 

4. Monitoring redit 

a. Tujuan 

Monitoring dilakukan dengan tujuan untuk meyakink.an bahwa 

a Seluruh fasilitas kredit yang dibenikan telah melalui proses atau prosedur 

Yang berlaku dan diadministrasikan dengan bail 

b. Seluruh fasilitas kredit yang diberikan dilindungi dengan jaminan yang 

memadai atau mempunyar nilai cukup dan telah diikat secara sempurna 

e. Kebijakan dibidang perkreditan yang dilakukan sesuai dengan kebijakan 

yang dikeluarkan Direksi 

b. Monitoring redit dilakukan oleh Seksi Kredit meliputi: 

a Tujuan dan penggunaan fasilitas kredit yang ada 

b Perkembangan usaha nasabah setelah menikmati fasilitas kredit dani Bank 

c. Kebenaran atau kondisi jaminan 

d Pengaruh perubahan makro ekonomi terhadap usaha debitur 

e Perlunya diadakan kunjungan nasabah pada waktu perpanjangan dan 
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penambahan fasilitas kredit disamping juga pada waktu awal pemberian 

e. Monitoring terhadap barang jaminan kredit 

a Apakah barang jaminan telah diperiksa on the spot secara periodik 

b. Apakah nilai jaminan sesuai dengan kondisi jaminan 

B. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Kredit Macet pada BPR Puspakencana Brebes 

Faktor ini tidak berdiri sendiri «etapi selalu berkaitan dengan nasabah 

l. Faktor Eksternal atau yang Berasal dari Nasabah 

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kredit macet yang berasal 

dari nasabah yaitu 

I.I Nasabah Menyalahgunakan Kredit yang Diperolehnya 

Mak sudnya adalah setiap kredit yang diperoleh nasabah telah diperjanjikan 

uuan pemakaiannya, schingga nasabah harus menggunakan kredit sesuai 

dengan tujur nnya, pemakaian kredit yang menyimpang misalnya kredit untuk 

pengangk utan dipergunakan untuk pertanian akan mengakibatkan usaha nasabah 

gagal karena nasabah spekulatif. Kedua sektor tersebut pengelolaanmya berbeda 

.2Nasabah kurang mampu mengelola usahanya 

Maksudnya adalah nasabah yang kurang menguasai bidang usahanya diberi 

kredit karena nasabah ini mampu meyakinkan bank akan keberhasilan usahanya 

Akibatnya usaha yang dibiayai dengan kredit tidak dapat berjalan dengan bait 

misalnya hasil produksi kualitasnya rendah sehingga sulit bersaing di pasaran 

I.3 Nasabah beriktikat tidak baik 

Maksudnya adalah ada sebagian nasabah mungkin jumlahnya tidak banyak yang 

.. 



scngaja dengan segala daya upaya mendapatkan kredit tetapr setelah kredit 

diterima untuk kepentingan yang tidak dapat dipertanggung jawabkan. Nasabah 

sejak awal tidak berniat mengembahikan kredit walaupun dengan resiko apapun 

Biasanya sebelum jatuh tempo kreditnya, nasabah sudah melanikan diri untuk 

menghindani tanggung jawab 

2. Faktor internal atau yang berasal dari Bank 

Ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi pejabat bank bertindak 

menymm pang dani prinsip-pninsip perbankan di atas, sebagar benikut 

2.I Kualitas pejabat bank 

Maksudnya adalah setiap pejabat bank manapun dituntut untuk dapat 

bekerja sccara profesional Namun tidak semua pejabat bank mempunyai 

kuahitas yang baik. Pejabat yang bekerja tidal profesional tentu suhit diharapkan 

dapat memperoleh hasil kerja yang memadai, terutama dibagian kredit, pejabat 

yang demikian dapat mempengaruhi penyaluran kredit yang tidak sebagaimana 

mestinya 

2.2Persaingan antar bank 

Mak sudnya adalah jumlah bank yang beroperasi terus meningkat sejak 

keluarmmya Paket Oktober 1998 yang lalu, mengakibatkan persaingan antar bank 

semakin ketat Dalam melakukan persaingan imi setiap bank selalu berusaha 

untuk membernikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, guna 

mendapatkan nasabah yang banyak agar nasabah yang sudah ada tidak pindah 

epada bank yang lain Dalam situasi dan kondisi yang demikian, 
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ll 

mempengaruhi bank untuk bertindak spekulattf dengan membeni fasiitas yang 

mudah kepada nasabahnya yang pada akhirya mengabaikan pnnsip-pnnsip 

perbank.an yang sehat 

2.3 Hubungan ke dalam 

Hubungan mi terutama terdapat pada bank swasta antara bank dengan 

perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam kelompoknya. Selain itu 

hubungan bank dengan pengurus maupun pemegang saham lubungan yang 

dilakukan bank tersebut akan berpengaruh dalam melayami kepentingan 

nasabah-nasabah dani dalamcenderung lebih mudah dibandingkan dengan 

nasabah-nasabah larnmva 

Mak sudmya adalah setiap tindakan bank dalam menyalurk.an fasihitas kredit 

selalu dibancngr dengan tindakan pengawasan Tindakan tersebut selain 

dilakukan dan dalam bank itu sendiri (oleh bagan pengawasan kredit), bank 

Juga diawasi oleh Bank Indonesia Terlepas dani mana pengawasan itu 

dilakukan, apabila bidang pengawasan lemah, maka akan mengakibatk.an 

prnsip-prinsip perbankan tidal dapat dijalank.an dcngan bark di duma 

perbankan 

Hasil wawancara dengan Chamim Budiman, SE bahwa selain faktor penyebab 

tejadinya kredint macet yang berasal dani nasabah dan yang berasal dani bank, ada juga 

faktor penyebab teradinya kredit macet, antara lain 

a Bila penggunaan kredint pada sektor non-produktif (di luar usaha), 

Wwancra dengan Charm Dudman, SE, Direltur PD Puspakencaa Brebes, tang.gall gstus 200 
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b. Pauda saat penctapan pemberian kredit, bank menganahisa permohonan kredit di luar 
usaha, 

e. Kredit diberikan di luar Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK 

d. Kondisi moneter atau perekonomian Nasional yang buruk 

e. Adanya bencana alam 

Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal I Undang-undang Nomor I0 Tahu 

I998 bah wa pihak debitur diwajibkan untuk mengembahikan atau melunasi pokok hutang 

dan bunganya pada waktu yang telah ditentukan. Namun dalam prakteknya banyak 

debitur karena sesuatu sebab tidak dapat mengembalikan pinjamannya (kredit yang 

diperolehnya) pada waktu yang telah ditentukan tersebut 

lasil penelitian di BPR Pusoakencana Brebes diperoleh data perkembangan 

pemyaluran redi dari tahun 1999 s/d 2003 sebagai benikut 

DATA PERKEMBANGAN PENYALURAN KREDIT DI BP 

PU SPAKENCANA BREBES 

­ Sumber dat. BPR Puspakencana Brebes 

2185 

2484 

2768 

735 

JUMLAH NASA BAH 

(ORANG) 

L.619 

VOLUME KREDIT 

__j 

999 Rp. 2698.173.441 

2000 Rp. 4.351.063277 

2001 Rp 9,290.841.267 

2002 Rp 12.670.531.081 

2003 Rp 15 466.220.378 

TAHUN 
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Dani data perkembangan pen aluran kredit di BPR Puspakencana Brebes 

menunjukkan kenaikan volume kredit yang dikuti dengan besarya jumlah nasabah dart 

tahun ke tahun Hal ini membenikan suatu bukti bahwa BR Puspakencana Brebes 

temmasulk kategorni Perusahaan Daerah BPR Puspakeneana Brebes yang sehat 

Berdasarkan data tersebut diatas, jumlah nasabah BPR Puspakencana Brebes pada 

tahun 2003 sebayak 2.768 orang dengan jumlah kredit sebesar Rp.15,466.220.378 4%e 

yang mengalami kredit macet sebanyak 68 orang dengan jumlah kredit sebesar Rp 

535 19081  Kredit macet yang ada pada BR Puspakencana Brebes tergolong keeil 
chingga tidak mengganggu jalannya penyaluran kredit pada masyarakat (nasabah) 
Feradiya kredit macet ini disebabkan karena adanya keterlambatan pembayaran dari 

nasabah dengan alasan faktor ekonomi 

Menurut Maskur, SE, bawa persoalan kredit macet di BPR Puspakencana Brebes 
sudh diupavakan penyelesarannva, vaitu 

a Ditagih sekahi dengan surat teguran atau surat peringatan langsung ditujukan kepada 
nasabah 

b Mendatangi rmah nasabah secara ters menerus dengan mengadakan pendekatan 
dan sekahigus mehihat karakter dari peminjam (nasabah), untuk memastikan apakah 

pemmyam benitikat baik untuk melunasr pinjamannya ataukah mempunyai itikat tidak 
baik untuk tidak melunasi pinjaman kreditnya di bank 

c Secara kekeluargaan maksudnya yaitu dengan menanyakan apakah barang yang 
dijadikan untuk jaminan itu dapat dijual atau tidak, scandainya dapat dijual maka 

"waneara dengan Maskur, SE, Diektur Utama BPR Puspakencana Brebes, tanggal 12 Agustus 200.3 
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akan lebih baiknya jika barang tersebut dijual oleh pemiliknya dan hasil a 

penjualan tersebut dapat diserahkan kepada bank sebagai pelunasan utang 

Pendekatan secara kekeluargaan diupayakan dengan memanggil Debitur yang 

kreditnya macet untuk membayar tunggakannya, tetapi apabila melalui surat teguran 

tersebat diatas belurm juga ada tanggapan, maka pihak BPR Puspakencana Brebes bar 

mengajukan perkara ini ke pengadilan. Faktor penycbab kredit macet secara umum yang 

terjadi di BPR Puspakencana Brebes disebabkan karena usaha dari debitur jatuh pailit dan 

adanya iktikad dari debitur tidak beaik setelah debitur mengajukan kreditnya dibank yang 
sampan pada dicairkannya kredit tersebut. Disamping itu dana pinjaman terscbut ta 

digunakan untuk berusaha sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya, hat i 

mengakibatkan pada saatnya mengembalikan pinjaman debitur mengalami kesulitan yang 
pada akhirnya sampai kredit macet 

C. Tindakan Yuridis Penyelesaian Kredit Maeet pada BPR Puspakencana Brebes 

Tindakan BPR Puspakencana Brebes dalam paya menyelesaikan kredit maget ; 

luar lembaga hukum dan melalui lembaga-lembaga hukum adalah 

I. Penvelesaian kredit macet di luar lembaga hukum 

Untuk menyelesaikan kredit macet sedapat mungkin diselesaikan melalui 

cara-cara hukurm diluar lembaga hukum, (PN, BUPLN) karena penyelesaian 

lembaga tersebut, biaya cukup mahal dan memerlukan waktu yang lama 

Menurut Chamim Budiman, SE, bahwa ada beberape bentuk 

penyelesaian kredit macet, tanpa melalui lembaga hukum yaitu" 

Waancara dengan Chamim Budiman, SE. (p cit 



[.L, Alih ebitur 

Dalam hukum disebut Novasi Subyektif pasif, (pembaharuan hutang), alih 

debitur lebih lugs dani pada novasi karena ahih debitur ada dua pengahihan yaitu 

yang diahihkan hutangnya tdebiturnya dan jaminannya. Dalam Novasi yang 

diahihkan adalah debiturnya (hutangnya) 

hika ada calon investor yang akan mengambil ahih hutang debitur benikut 

asset atau jamnannya, maka dibuatan akta novasi dan akta jual beli atas 

a n a n  

dalah pembayaran yang dilakukan oleh pihak ketiga atas hutang debitur 

schingga pihak ketiga ini demi huk um menggantikan hak-hak dan kewajiban 

bank terhadap debitur 

L.S. om pensasi (Per jumpaan lutang 

A pabila bank benak sud anengambi] ahih barang agunan kredit yang ilat 

aman tersebut dikompensasikan dengan jumlah kredit sebesar nilai jaminan 

yang diambil, maka terjadilah kompensasi yang akhirnya hutang menjadi lunas 

ompensasi imi disebut juga set off 

I.4.Cessie 

Cessie bukan termasuk lembaga jaminan tetapi pengahihan piutang atas 

nama. Meskipun demikian cessie juga dapat dimanfaatkan untuk menanggulangi 

kredit macet maupun kredit tidak macet. Cessie adalah mengahihkan hak ate 

suatu prutang kepada pihak lain, dengan pengahihan tersebut, maka orang yang 
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menerma pengahihan piutang mcnjadi kreditur baru terhadap orang berhutang 

L.5. Penyertaan Modal dan Pemifikan Saham 

Dalam upaya penyelamatan kredit macet, Bank Indonesia mengatur 

kebijaksanaan dibidang penyertaan modal dan pemihikan saham oleh Bank 

sebagaimana diatur dalam Surat Edaran BI No. 25/1/3PPP/jo Surat Keputusan 

Direksi Bank Indonesia No. 25/97/KEP/Die masing-masing tanggal 27 

Nopember 1992 tentang Penyertaan Modal dan Pemilikan Saham oleh bank 

yau antara lain bahwa penyertaan modal hanya dapat dilakukan dalam jangka 

waktu paling lama S tahun atau perusahaan dimana Bank melakukan penyertaan 

telah memperoleh laba 

Apabila telah melampaui batas waktu S (ima) tahun dan perusahaan 

dimana bank melakukan penyertaan modal belum memperoleh laba, maka bank 

wajib menghapus bukukan penyertaan modal tersebut. Bank wajib 

menyampaikan laporan mengenai perkembangan usaha perusahaan yang 

bersangkutan kcpada Bl 

L.6. AIih Mana jemen 

Bila proyek yang dibiayai dengan kredit dari hasil analisa menunjukkan 

adanya prospek yang dapat menghasilkan sumber dana, namun manajemen tidak 

mampu, maka bank dapat mengganti pengurus pada perusahaan debitur tersebut, 

sclanjutnya bank dapat mengangkat atau menunjuk manajemen yang mampu 

mengelola perusahaan debitur 
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1.7. Meminta Debitur Untuk Men jual Sendiri Barang Jaminan 

Meminta debitur untuk melakukan penjualan agunan kreit perlu 

dilakukan karena dapat menghemat biaya dan waktu. Dalam melakukan 

tndakan hukum seperti ini. Bank harus membantu debitar dengan cara 

mencanikan calon pembehi dan kalau perlu ikut berunding dengan calon pembeli 

untuk memperlancar penjualan tersbut. Perundingan di simi sifatnya hanya 

membantu untuk segera terjual barang jaminan. Selain itu pekerjaan yang 

penting bagi bank adalah menagatur agar hasil penjualan barang jaminan ini 

tidak jatuh ke debitur tetapi langsung disetor ke bank scbagai pembayaran atas 

hutang debitur. Kalau perlu dibuat semacam kesepakatan bank, debitur dan 

calon pembeli mengenai transfer pembayaran jual behi tersebut dalam bentuk 

tertulis semacam Standing Instruction (SI 

L.8, Bank Menjual Agunan Di bawah Tangan Berdasarkan Surat Kuasa tget 
Debitur 

hika kredit telah macet, ada kalanya debitur membeni kuasa bank untuk 

menjual barang jaminan, bahkan bersamaan dengan penandatanganan perjanjian 

kredit, telah dibuat surat kuasa notariil dari debitur kepada bank untuk menjual 

agunan jika debitur cidera janjf 

Dari aspek hukum dengan surat kuasa tersebut, debitur telah melimpahkan 

wewenang kepada bank, dan karenanya bank memiliki kewenangan untuk 

melakukan penjualan barang agunan atas dasar surat kuasa tersebut 

Dalam praktiknya penjualan agunan atas dasar surat kuasa tersebut sulit 

dilaksanakan karena para PPAT ptau Notaris tidak bersedia membuat akta atas 
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dasar surat kuasa dani debitur tersebut PPAT atau Notanis menghendaki debitur 

hadirt sendiri di muka PPAT atau Notanis untuk menandatangani akta jual beli 

tersebut Belum lagi debitur mengajukan gugatan dengan alasan penjualan 

hibawah harga pasar 

Meskipun dalam praktik ada kesuhitan tetapi petugas penyelamat kredit 

harus mencoba menggunakan surat kuasa untuk menjual agunan tersebut karenu 

setiap daerah di negeri imi berbeda-beda kebijakanmya. Ada PPAT atau Notari¢ 

yang mau dan ada BPN yang bersedia 

I.. Peringatan epada Debitue 

Peningatan kepada debitur merupakan salah satu cara penyelesaian kredit 

macet di luar pengadilan, schingga harus dilakukan oleh bank Peringatan sering 

disebut Somasi adalah suatu permintaan bank kepada debitur untuk segera 

memenuhi ketentuan perjanjian kredit, khususnva yang berupa pembayaran 

ggaan hutang pokok dan atau bunga karena kredit sudah jatuh tempo 

Peringatan ini perlu dilakukan karena pendekatan kepada debitur tidak mendapat 

respon yang diharapk.an 

Peringatan dilakukan bank beberapa kahi dan jika tidak mendapat 

tanggapan maka segera dilakukan action selanjutmya 

• Penyeiesaian Kredit Maeet Melalui Lembaga lukum 

Apabila langkah-langkah penyelesaian kredit macet di luar lembaga hukum 

seperti telah dijelaskan di atas tidak memperoleh hasil yang diharapkan, maka perlu 

hipikirk.an tindakan hukum melalui lembaga hukum Hasil wawancara dengan 
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Masrukhi, SH, mengatakan tindakan hukum melalui lembaga hukum dapat 
,. 

dilakukan 

2.I. Memberikan Somasi 

Menurut Pasal 1238 KUHPerdata, somasi adalah suatu peringatan atau perintah 

yang disampaikan Pengadilan kepada dcbitur untuk segera membayar atau 

menyelesaikan hutang atau kredit kepada debitur. Somasi melalui pcngadilan ini atu 

BUPLN ini penting untuk membuktikan bahwa debitur telah cidera janj 

Agar pengadilan atau BUPLN melakukan somasi, maka bank harus 

mengajukan permohonan somasi kepada pengadilan yang daerah hukumnya 

melaiputi domisili hukum yang telah dipihih dalam perjanjian kredit atau domisili 

debitur 

AMas permohonan bank, Pengadilan atau BUPLN akan mengcluark.an 

penctapan pengadilan tentang cidera janji debitur dan membenikan surat somasi 

epada debitur yang is1nya 

a Pemberitahuan mengenai jatuh tempo, 

b Perintah untuk membayar hutangnya dengan jumlah tertentu sesuai 

pemberitahuan bank 

c. Batas waktu untuk melakukan pembayaran 

Somasi secara yuridis tidal mempunyai akibat hukum, artinya pika debitur 

yang disomasi oleh pengadilan atau BUPLN tidak dapat melaksanakan tindakan 

hukum lebih lanjut. Dengan adanya somasi diharapkan adanya tekanan psikologis 



dan membuat malu secara sah, sehingga dcbrtur diharapkan menyelesaikan 

hutangnya atau paling tidal menunjukhan ektikat baik menyelesaikan hutangnya 

.2. Permohonan Ekselusi Jaminan Metalui Pengadilan Atau Langsung antor 
Letang 

pabila somast telah dilakukan namun tidak mendapat tanggapan yang positif 

dari debitur, maka perlu dilanjutkan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat 

dengan Hak Tanggungan, Fiducia atau Gadai dan lain-lain, pengikatan akta-akta 

pengkatan tersebut harus dimanfaatkan untuk keperluan eksekusi 

Menurut hukum pada azasnya penyclesaian krehit macet harus dilakukan 

gatan kepada debitur melalui Pengadilan Negeni untuk mendapatkan keputusan 

Dngadilan yang menetapkan atau menyatakan debitur cidera janji. Atas dasar 

keputusan tersebut bank baru boleh mengajukan eksekusi barang jaminan 

Penelesaian melalui cara gugatan ini memerlukan waktu lama dan biaya tidak 

sedikit, apalagr jika debitur beniktikat tidak bark, mengulur-ulur waktu dengan cara 

mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi, kemudian kasasi ke Mahkamah Agung, 

sehingga untuk mendapatkan keputusan pengadilan yang menetapkan debitur cider 

Jn saa memerlukan waktu S atau 6 tahun, kemudian bank baru dapat 

mengeksekusi barang jaminan berdasarkan keputusan pengadilan tersebut 

Oleh karena itu untuk menghindarkan cars gugatan yang memerlukan proses 
yang lama, maka hukum memberikan pengecualian yang berupa 

a Jika jaminan atas tanah telah dikat hak tanggungan dan telah memperoleh 
Serifikat Hak Tanggungan (SHT), maka SHT tersebut oleh Undang-undang 
ditetapkan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan 
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yang tetap Dengan adanya SHT tidak perlu lagi menggogat debitur tetapi 

langsung eksckusi barang jaminan melalui pengadilan atau langsung dengan 

kantor lelang 

b. Jika jaminan telah dikat gadai, akta gadai mempunyai kekuatan hukum yang 

preferent, sehingga dengan akta gadai bank langsung dapat menjual agunan 

dengan bantuan kantor lelang 

c Jika jaminan telah diikat dengan fidusia, maka Sertifikat Jaminan Fidusia (SF) 

mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan yang 

tetap Berdasarkan SI tersebut, barang jaminan langsung dapat dieksekusi tanpa 

melalut ggatan 

erdasarkan pengikatan agunan Nomor a, b dan c diatas bank dapat mengajukan 

eksekusi agunan dengan cara 

I) Bila eksekusi agunan berupa tanah yang telah diikat hak tanggungan dan dalam 

membuat APHT dan SHT didalamnya telah tercantum kuasa untuk menjual atau 

yang discbut Beding van Etgenmantge Verkoop, (Pasal 1178 ayat 2 KUHPerdata) 

maka bank dapat mengajukan permohonan eksekusi langsung dengan bantuan 

kantor lelang negara Hasil eksekusi untuk melunasi hutang debitur 

) Bila eksekusi agunan berupa barang bergerak yang diikat dengan Gadai dan 

didalam akta gadai terdapat hak /'arate Eksekust (penjualan sendiri) sesuai Peat 

1I55 KUHPerdata, maka bank dapat langsung melakukan penjualan barang 

yang dikat dengan gadai dengan bantuan kantor lelang 

3) Bila jaminan barang bergerak yang diikat dengan fidusia dan telah memihiki 



Akta Jaminan Fidusia (AMF) dan Sertifikat Jaminan Fidusia (SF), maka bank 

dapat mengajukan eksekusi barang jaminan langsung dengan fiat pengaditan 

anpa gugatan, karena SMF tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama 

dengan putusan pengadilan yang tetap 

2.3. Pengajuan Gugatan Melatui Pengadilan Disertai Permohonan Sita Jaminan, 

hika pembenan kredit kepada debitur barang agunan belum dilakukan 

pengikatan, maka jalan satu-satunya untuk dapat mengcksekusi jaminan harus 

hgugat dulu lewat pengadilan yang akibatnya memerlukan waktu lama. Oleh karena 

M petugas kredit fangan sampar lupa melakukan pengikatan agunan yang sempurmna 

arena kelalaian itu dapat berakibat fatal 

Cara mengajukan gugatan sebagai berikut: 

a BPR Puspakencana Brebes harus membuat surat gugatan tertuhis 

b Gugatan harus diajukan melalui Pengadilan Negeni yang daerah hukumnya 

mehiputi domisili yang dipihih atau domisihi tergugat atau berdasarkan ketentuan 
Pasal 1I8 IHIR 

c Dalam perkara perdata terdapat dua pihak yang berdasarkan satu sama lain yaitu 

pihak penggugat (pihak yang merasa dirugikan hak-hak perdatanya) dan pihak 
tergugat, 

d Yang dapat menjadi pihak penggugat dan tergugat adalah orang perorangan atau 

badan hukum dan badan usaha lainnya, kecuali yang tidak cakap menurut 

huk um 

e. Dalam perkara kredit macet pihak-pihak yang dapat digugat adlah debitut dan 
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penanggung hutang dan penjamin-penjaminnya, 

f Gugatan dapat diajukan secara tertulis (8 HI) atau secara lisan (120 HIR), 

namun orang yang menerima kuasa tidak diperbolehkan mengajukan gugatan 

secara lisan (Keputusan MA. No. 369/K/SIP/1973 tanggal 4 Desember 1975, 

g Gugatan harus memuat unsur-unsur sebagai benikut 

I) Identitas para pihak, 

2) Fundamen petendie atau posita (dasar gugatan) yang terdiri dari 

a) Uraian tentang keradian-kejadian atau peristrwa-penistiwanya (feitehijk 

b) Uraian tentang hukumnya (rechtgronden) 

3) Petitum (tuntutan) adalah yang diminta bank kepada debitur untuk 

membayar hutang 

h Untuk mengamankan dan menjamin kepentingan bank, maka surat gugatan 

tersebut harus pula membuat permohonan sita jaminan (conservator be slag 

atas kekayvaan debitur, 

Sita jaimnan lazimnya diajukan bersama-sama dengan tuntutan pokok, namun 

ketentuan Pasal 226, 227 HIR memungkinkan pengajuan permohonan sita 

jaminan terpisah dani surat gugatan, 

j Penyitaan dilakukan oleh juru sita scbagar pelaksanaan perintah Ketua 

Pengadilan dalam penetapannya atas pelak sanaan sita tersebut juru sita dibantu 2 

(dua) orang saksi membuat dan menandatangami berita acara sita, 

k Apabila gugatan dikabulkan maka sita jaminan yang telah dilaksanakan akan 
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dinyatakan sah dan berharga, namun jika gugatan ditolak raka sita jaminan 

tersebut diperintahkan untuk diangkat (227 ayat 4 HIR) 

hika para pihak menyatakan banding, maka surat penetapan sita dikirim ke 

Pengadilan Tinggi bersama pokok perkaranya, dan jika Pengadilan Tinggi 

menguatkan keputusan Pengadilan Negeri maka sita jaminan dinyatakan sah 

dan berharga bila Pengadilan Tinggi menolak maka sita diangkat 

2.4. Eksekusi Terhadap Penanggung (Borgtocht) 

Seorang Penanggung (org) yang telah mengikatkan diri kepada bank secar 

tegas dalam akta horgtoch (Akta Penanggungan) dan telah melepaskan hak istime 

maka penjamin tersebut berkewajiban membayar seluruh hutang-hutang debitur 

manakala debitur ingkar janji Penjamin dan debitur bertanggung jawab secara 

anggung renteng untuk membayar hutangnya. Hak-hak istimewa Penanggung telah 
uaraikan diatas 

Ada tiga cara untuk mengeksekusi harta kekayaan Penanggung sebagai 
benikut 

Melalui Pengadilan Negeri yaitu bank mengajukan gugatan kepada penanggung 

sendiri atau penanggung bersama dengan debitur melalui Pengadilan Negeri 

untuk memperoleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap 

diikuti sita jaminan terhadap harta kekayaan penjamin 

berdasarkan keputusan pengadilan tersebut, bank kemudian mengeksekusi 

harta kekayaan penanggung yang sudah disita tersebut 
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Oleh karena itu sejak kredit diberikan, bank sudah mengetahui data-data 

tentang harta kekayaan milik penanggung meskipun tidak memegang dokumen 

harta tersebut. Sewaktu-waktu gugatan diajukan maka langsung meminta 

pengadilan melakukan sita jaminan 

Untuk melakukan penagihan kepada penanggung, pengadilan tidak bisa 

langsung mengeksekusi harta milik penanggung karena sistem hukum 

penanggungan tidak memberikan hak kepada bank untuk langsung 

mengeksekusi harta kekayaan penanggung, melainkan digugat terlebih dahulu 

Penagihan kepada penanggung melalui pengadilan memakan waktu lama 

2 Melalui BUPLN: penagihan kepada penanggung (borg) melalui BUPLN, Untuk 

tu BUPLN mempunyai kewenangan untuk langsung lelang dimuka umum hante 

kekayaan penanggung, sepanjang harta kekayaan sudah diketahui, jadi dari segi 

waktu penagihan hutang kcpada penanggung melalui BUPLN lebih cepat 

dibanding lewat pengadilan. Namun penagihan kepada penanggung melalui 

BUPLN iei harus ada penyerahan piutang dari bank kepada BUPLN, tidak 

hanya penanggung saja yang diserahkan, sedangkan jika penagihan lewat 

pengadilan, maka penagihan dapat dilakukan hanya kepada penanggungnya saja 

atau bersama-sama debitur 

3 Melalui Pengadilan Niaga. Penanggung dapat diajukan pailit melalui Pengadilan 

Niaga. Pengajuan pailit ini dapat diajukan bersama-sama dengan debitur atau 

berdiri sendiri, jika Pengadilan Niaga menjatuhkan pailit kepada penanggung 

maka harta kekayaan penanggung segera dapat dijual untuk melunasi hutang 
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debitur kepada bank. Untuk mengefektifkan penagihan kepada penanggung, 

maka petugas kredit sejak awal harus mempersiapkan dan mengetahui harta 

kekayaan penanggung. Apa dan dimana kekayaan penanggung. Oleh karena itu 

perlu menjadi seorang detektif, jika harta penanggung telah diketahui maka 

disampaikan kepada BUPLN atau pengadilan untuk diblokir dan disita 

• 
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BAB IV 

PEN[TUP 

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan analisa yang dikartkan dengan pokok 

permasalahan tersebut, maka dapat drsimpulkan sebagai benikut 

A. Kesimpulan 

Faktor-faktor penyebab terjadinya kredit macet pada BPR Puspakencana Brebes 

neliputi faktor ekstern dan faktor intern, scbagai benikut 

a. Faktor ekstern yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang 

berasal dani nasabah, diantaranya. nasabah menyalahgunakan kredit yang 

diperolehnya, nasabah kurang mampu mengelola usahanya, nasabah beniktikat 

tidak baik dan nasabah jatuh pailit 

b. Faktor intern yaitu faktor yang menyebabkan terjadinya kredit macet yang berasal 

dari bank itu sendini, diantaranya: kualitas pejabat bank, persaingan antar bank, 

hubungan bank dengan perusahaan-perusahaan yang memihiki saham dan 

pengawasan bank 

2. Upaya yuridis penyelesaian kredit macet yang dilakukan BPR Puspakencana Brebes 

melalui cara penyelesaian di luar lembaga hukum dan melalui lembaga-lembaga 

huk um 

a Penyelesaian kredit macet di luar lembaga hukum berdasarkan kesepakatan para 

pihak yang dituangkan dalam perjanjian bersama, yaitu dengan ahih debitur, 

Subrogasi kompensasi (perjumpaan hutang), Cessie, penyertaan modal dan 

pemihikan saham, ahih manajemen, meminta debitur untuk menjual sendini barang 
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pemilikan saham, alih manajemen, meminta debitur untuk menjual sendiri barang 

Jaman, bank menjual agunan di bawah tangan berdasarkan surat kuasa dar 
debitur dan peringatan kepada debitur 

b. Penvelesaian kredit macet melalui lembaga hukum, yaitu meliputi: member 

somast permohonan eksekusi jaminan melalui pengadilan atau langsung ke kantor 

lelang, pengajuan gugatan melalui pengadilan disertai permohonan sita jaminan 

dan eksekusi terhadap penanggung (orgtoch)y 

B. Saran-Saran 

Hendaknya BPR Puspakencana Brebes dalam memberikan dan menyalurkan kei 

sebaiknya diawasi dengan cermat dan menerapkan kedisiplinan dalam pelaksanaan 

pemberian kredit, sehingga masalah kredit macet dapat dicegah 
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PEMERINTAH KABUPATEN BREBES 

PERATURAN DAERAH 

KABUPATEN BREBES 
NOMOR 8 TAHUN 20g1 

TENTANG 

PERUSAHAAN DAERA BANK PERKREDI T A  R A K Y A T  
PUSPAKENCANA BREBES 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG M A H A  ES,\ 

BUPATI BREBES 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 30 TA'un 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat dan dikeluarkannya Keputusan Dircktur Bt 
Nomor 32/35/Kep/Dir Tatu 1999 tetang Bank Perkeditan Rakyat, 
maka Peratuan Dacrah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Nomor 1.4 
Tahun 1995 dipandang sudah tidak sesua lagi dengan situasi dan kondisf 
saat m, 

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah Kabupaten Brebes 

Undang - undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Dae. 
daerah Kabupaten dalam lingkungan ropinsi Jawa Tengah, 

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daert 

(Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2387 

3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara Tahun 1992 Nomor 3l, Tambahan L.embaran Negara Nomor 
3472), diubah dengan Undang-undang Nomot 0 Tahu 1998 tentang Perbankan, 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahu 1999 tentang Pemerintahue 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Noeor 60 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nonor 3839) 

' Undang - undang Nomor 25 Tahu 1999 tentatng Perimbugun 
Ncuangan anta Peneritahan usat dan Daerah t Lembaran Negara 
Repubhk Indonesia Tabun 1999 Nomor 7, ambahan Lembaran Negara 
Repubhik Indonesia Nomor 3848) 



7/ 

/ 
6 Peraturan Pererintah Nnot 7I Tahu p9 tang Bank Perk.redtan 

Rakyat 

7 Keputusan Pres«den epublik Indonesia Noor 44 Tahun 1999 tentang 
Tekmik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk 
Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan 
Rancangan Keputusan Presiden, 

8 Keputusan Menteni Dalam Negeni omor 30 Tahun 2000 tentang 
Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perk.reditan Rakyat, 

9 Keputusan Menteni Keuangan Non or 221/4MK 019/1993 tentang Bank 
Perkreditan Rakvat 

I 
10. Keputusan Direksi Bank Indonesia Noor 5 4 P / D i r  tanggal 12 Met 

1999 tentang Bank Perkreditan Rak.at 

! Peraturan Daerah iabupaten Brebes Nome 1 Tahun 2000 tentang 
embank.an ersahaala a t  itch 

l Peratutan Daerah abupaten Brebes Nomor 5 Tahun 200I tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3I Tahun 
2000 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah K.abupaten Brebes 

1 Kepatusan DPRD abupaten tcbe 
tentang Persctuyuan Penetapan Peraturat 
tentang PD BPR Puspakens na Brete 

r 0pt DRD/VIL2OT 

Daerah Kabupaten Brebes 

D E W A N P E R W A  I N  RBES  

MI MI  I t  SI A 

PU'SPAKE NCANA BREBES 
DAERAH BANK ERREDITAN 

ENTANG 
RAKYAT 

B R E E S  DAER AH PERATURAN 
PERUSAHAAN 

I 

BAB 

K E T E N T U A N ! M I M  

Pasal l 

Dalam Peraturan Daerah ini vang dimak.sud dengan 
a Daerah adalah Kabupaten Brebes 

b. Pemerntah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Brebes 
e Bupate adalah Bupati Brebes, 

d Perusahaan Daetah Bank Perkeditan Rakvat adalah Bank Perkreditan Rak vat 

luspakencana Brebes miik Pemenntah Daerah yang modal seluruhnya merupakan 
kckayaat Daerah an hkan selat a dis ~at D B3PR Puspakcncana 

'" 



/ 

e Duel adal.ah Duet, 1 11 pale 
ewanengawas adalah De engawas p a d + t.  1I Pu ana Brebes 

g legaaadalah legawaPD PR upascana gt 
h Pihl teratilast adalah 

I ggota Dewan P e n g w a s,  Dutel,st dan kuats, Peabat tau legawai Bal 
Phal yang membenkat aanya kepada Bank, anta antan pubhik, pen 
konsultan hukum dan konsultan l a m a  

Pihak yang menarut pen~atan lank [done1a tu er 

bank antara lain, p e ga g  saham tan c h a r; a  
hist, kcluaga Dngrus 

Kahasta Bank adalah scgala stata yang brhub 
asabah penyimpanan dan stpananny.a 

Bank tdomesia adalah , tar Ban id 

empegaruht pengeloiaan 
coat a pgawat, kcluarga 

deg 

f 

B A B  IH 

M A D \ N I I  M P \ I  DH DI K \  

Perusahaan Daerah Bank Perk.reditan Rakyat Bank Pasat Brebes yang didirikan dengan 
Peraturan Daerah Noor S Tahun 1980J0 Noor IS Thun I91 dirubah bentuk hukumna 
menjadi PD PR Bank asat Brebes dan selanjutnya dirubah namanya menjadi PD [3PR 
Puspakneana Brebes yang slanutnya disingiat PD B R  

(  PD BP Puspakencana Brebes berkedudukan di Brebes 
(2) Pp B R  uspakencana Brebes dapat membuka Kantor aban tabang embant 

antor as atau Unit Pelayanan di Wilayah Kab@paten tan ecaatan, scrta dapot 
embuka kantor diluar abupaten Brebes scsua degan ketentan yang berlakt 

BAB1I 

AS, M A 4 K I D D \ I L  J  \  

PD, BPR Puspakencana Brebes dalam melakukan sahamya berazaskan Demokrasi 
Ekonomi dcngan Prinsip kchati-hatian 

Pasal 5 

PD. BPR Puspakencana Brebes didirikan dengan ma#sud dan tajuan untuk membantu dan 
mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah disegala bidang dalam 
rangka emngkatkan taraf hidup rakyat serta scbagar salah satu sumber pendapatan dacrat 



I 

B A B I  

TUGAS D A N U S \ I I  

Pasal 6 

PD BPR Puspakencana Brebes merupa#an salah satu alat kelengkapan Otonomi Daerah di 
bidang keuangan perbankan dan menjalank.an usahamya sebagat Bank Perkreditan Rakyat 
sesua dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud Pesa! S, PD B3PR 
Puspakencana Brebes menyelemnggarakan usaha-usaha antara la 

a Menghimpun dana darr masyarakat dalam bentuk Deposito Berjanga dan Tabungan, 

b Memberikan kredit dan melakukan pembnaan khusunya terhadap engusaha Golongan 
Ekonomi Menengah ke bawah, 

¢. Melakukan kerja sama antar PD. BPR an dengan Lembaga Perbankan atau Keuangan 
lannya, 

d Menjalankan usaha-usaha Perbankan lainnya sepanan, tdak bertentangan dengan 
Peraturan Perundang-undangan yang berlaku 

BAB 

M O D  A l  

Pasal 8 

(I) Modal Dasgr PD. BPR Puspakencana Brebes ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000,­ 
(Sepuluh milyar rupiah) 

(2) Modal yang telah disetor sebesar Rp. 3 000.000 000,- (Tigs ilyar rupiah) 

(3)Modal PD BPR uspakencana Brebes merupakan Kekayaan Daerah yang dipisahkan 

Pasal 9 

(I) Perubahan Modal Dasar sebagaimana dimaksud Pas.al S ayat I ditetapkan dengan 
Peraturan Daerah 

(2) Penambahan Modal Disetor scbagamana dinaksud Pasa $ ayat sampar dengan 
terpenuhnya Modal Dasat dilakukan strap tahun paling lama S (lira) tahun ditetapkan 
dengan #eputusan bupati yang dianggar#an dalam Anggaran lensapatan Dan Delany 
Daerah (APBD) dan atau dart sun ber keuangan fanny 



' 
I 

BAB I 

DIRREKSI DAN DEWAN ENGAW As 

Bagian Pertama 

Pasal IO 

() PD. BPR. Puspakencana Brebes dipnpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang 
Direktur Utama dan sebanyak-banyaknya 2 (dua) orang Direktur 

(2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas 
() Anggota Direksi dilarang merangkap pekerjaan atau jabatan eksckutif lainnya 
(4) Anggota Direksi bertempat tinggal ditempat kedudukan PD BPR Puspakeneana 

Brebes 

(5) Antar sesama anggota Direksi dan atau antar Anggota Direkst dan Anggota Dewan 
Pengawas tidak boleh ada hubungan keluarga sampar derajat ketiga baik menurut garis 
urus maupun kesampg termasuk menantu dan ipat 

(6) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi baik sccara langung 
maupun tidak langong pada PD BR. Puspakensana Brebes atau Badan 
Hukum/perorangan yang dibeni kredit oleh PD' BPR Puspakcncana Brebes 

Yang dapat diangk.at metahi Anggota Dteks adatah W a rg a  Negara Idomesa yang 
memenuh persyaratan sebaga berikut 
a. Menhikt keahltan dibidang perbankan, churang-harangnya opuya pengalaman 

kerja 2 (dua) tahun dalam operasional Perbankan, dan drutamak.an dani PD [PR 
Puspaencana Brebes send 

b. Mempanyai ahlak dan moral yang bask 
c Seta dan taat kepada Negara dan Pemerintah 
d. Tidak terhibat baik sesara langsung mapun tidal langsung dalam kegiatat 

ngkhianatan kepada Negara 
e. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Kcputusan Pengadilan 
f Sehat pasmami dan roban 
g lerpendidikan sckurang-kurangnya sarjana muda dan atau diploma ttiga) 
h Tidak termasuk dalam dattar orang tercela dibidang perbankan 

Bersedia mengembangkan dan melakukan kegiatan usaha PD BPR Puspakencana 
ebes seara schat 

• Wapbmcmperoleh persetaan dan Drehs Bank Indonesia 
k Lsia belum mencapai 60 team pulul) tahue 

Pasal 12 

(I)Anggota Dircksi diangkat oleh Bupati untuk mssa abatan selama-lamanya 4 (empat) 
ahun dan dapat dang#at kembali setelah masa jabatan dimaksud berakhir 

(Sebelt eputusan Bapat tentang engangkatan Anggota Diteksi dittapk.an, terte 
dahaul dintakan portmangsan dan P'pita tank Indonesia 

)Snap prantaan pertbangan scbagamama imaksud ayat • disampatkan kcpada 
Bank Indonesia, dilampikan keterangan, indentitas dan caton Atggota Direksi yan 
bersangk.utan berupa 
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oat Kete an lat lug tent.a lad d a t,  a  ea 
dahos»sud pasal ta at tleraturan raal 

b Surat Pernyataan Adak termaui orang ang tensea hr~dang perbankan, 
c. Dattar rwayat hidup lengkap yang memuat pendidikan dan pengalaman kerja 

( + ) P a p a n  Lank Indonesia berdasari.an data yang ad, embekan prtmbangan tetang 
dapat tidak dapat dianglat calon Direkst yang druasulkan sebagai Anggota Direksi 

(5) Bupati setelah menerima peruumbangan dart Pimpinan Bank Indonesia segera 
menerbitkan Keputusan Bupat tentang Pengangkatan Anggota Direksi 

(6)Proses pengangkatan anggota Direkst dilaksanakan oleh Bupats paling lama (tiga) 
bulan sebelurm masa jabatan Anggota Dicksi yang lama berakhir 
a Sebelum menjalankan tugas Aggota Direkst dlanttk dan diarbil sumpah Jabatan 

oleh Lupatr atau Pejabat yang drtunjuk oleh t aft den an masa abatan selama 
l a a y a  temp tah la tap.at pl, Le hi eteLal aat diaks»ad 
brak ht 

b Setiap pengangka oggota Di :ksr dibetitan an pad, nan Bank 
ndo ta 

,. 

l a a  Cara dan Tat Tent alank.an 
mendengar pendapat Dewan Penga+as 
permbangan Dewan enga 

as tel, 

nga poet 
oleh Bupati setelal 

ctelah mender ±at 

(I)Direksi mengurus kekayaa PD BPR pus pakencana rbe 
(2Direksi mengagat dan rhentd.a pgaw.a blasala l'et, ta epgaw.a,a 

Yang tstapk.an oleh Dteksi dengan psrstt an Dewan lengawas 
() Direksi menetapkaan Susana Orgatttsasi an fata era PD B R  puspakencana Beebe 

dengan persetujuan Dewan engawas 

Pasal 15 

( I )  Direkst mewalii PD BR Puspakencana Brebes di dalam mapun di luar pengadilan 
(2) Apabila dipandang perlu Direksi dapat menunjuk scorang kuasa atau lebih untuk 

mewakihi PD. BPR Puspakencana Brebes scbagan ana dimaksud ayat( 

Pasal I6 

Dreksi atas dasar persetujuan Bupati setelah nendengar pendapat Dewan Pengawas dapat 
melakukan hal-hal sebagai benkut 
a Membuka Kantor Cabang, Cabang Pembantu, Kantor Kas ata U/mint Pelayanan sesuet 

dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku 
b Membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau mclepaskan hak atas batang­ 

barang inventaris milik PD. BPR Puspakencana Brebes sesuat dengan ketentuan yang 
berlaku, 

c Menggadaikan barang-barang mtlik PD BPR Puspakencana Brebes 

())Anggota Direksi berhenti kc.rena 
a Masa jabatannva beraktr 
b. Meninggal dunia 



P E  N J L I  A S \  

PERATLRA DAERAMI ABU P A T E N  BREBES 

OMO 8 IAIHt 200I 

PERUSAIHAAN DAERAI BANK PERKRREDIT A N  R A Y \ j  

P U S P \ K E N C A N A  B R E B E S  

I. L N J L L A S A L M t M  

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakencana Brebes 
merupakan salah satu alat kelengkapan Otonomi Dacrah dibidang 
keuangan perbankan dan menjalankan usahanya sebagar Bank Perkreditan Rakyat 
esua dengan ketentuan praturan perundagan yang berlaku, oleh karena tu untuk 
menjaga kesinambungan dalam menjalank.an usahanya diperluk.an suatu perangkut 
aturan yang dapat enciptakan kondist dan sistem perbankan yang sehat, 
berkembang secara wajar schngga dapat membenikan kontntbust cptmal bag 
pengkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Drebes 

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Puspakemcana Brebes yang 
didiikan dengan maksud dan tujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhen 
perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang dalam rangka 
meningkatkan taraf hidup rakyat serta sebagai salah satu sumber pendapatan gsli 
daerah, menjalankan aktivitasnya dengan prinsip ekonomi perusahaan dan dkelola 
secara profesional selingga pada akhirnya dapat menjadi kontnibutor pendapatan asli 
daerah yang handal 

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahu 1992 tentang 
Perbankan scbagaimana telah diubah dengan Undang-ndang Nomor 22 Tahun 1999 
tentang Pemerintahan Daerah senta Keputusan Mente Dalam Negeni Noma 30 
Tahun 20DO tentang Pedoman Pengelolaan Perusahaan Daerah Bank Perkreditan 
Rakyat, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Brebes Noror L.4 
Tahun I995 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkeditan Rakyat Bank Pasar Brebes 
dipandang tidak sesuar lagr dengan kondist dan ast saat i, sehingga digant 
dengan eraturan Daerah 

I. PENILL A A 1 s 4 4  D M. M I \ N p  

•  ii[Lad 

erubahan dr 

au.an 
epemihik 

asd haa trhad, 1aad$0%, 
ems bani dan usahamva serta 
ank tap 



gt hanya dapat 
nan bani 

Pasal 3 Perbukaan kantor sang 

dlakukan dengan tan 
mdonest 

b Persyaratan dan tata cara pembukaan 
kantor cabang BR ditetapkan oleh Bank 
Indonesia 

Pasal 4 a Pusipkchat; hatian yaitu kewajiban mela­ 
kukan kegiatan usaha guna memelihara 
Tingkat Kesehatan Bank sesuai dengan 
ketentuan Kecukupan Modal, Kualitas Asset, 
Kuahtas Manacmen, Likuiditas, Rentabilitas, 
Solvabhttas dan apsk la yang berhubuga 
dengan usaha bank 

b Persyaratan dan tata car pembkaan kantor 

cabang BPR dietapkan oleh Bank Indonesia 

cukup jelas 

Settap pihak untok nclakukan keggatan meng­ 
hmpun dana dant masvarakat dalam bentul 
smmpanan, wajib terlebih dahulu memperoleh 
zn usaha sebaga BR 

Pasal 8 Modal Dasar scbelumnya Perda I4 Tahun 
1995 sebesar Rp S0 000.000,- telah dapat 
terpeuln realisasaya sehnga menjad 
Rp 3 0 000 000 ,  yang sudah disetor untuk 

Modal Dsat perlu segera ditingiatkan 
enah sebeat 'p M a r  

yak.an dan kepatutan 
lg disclenggara kan 

%i6ha 

Fit & Proper 
eh Bank Inde ea 

lerhadap nggota Dircksi yang pada saat 
erakunya eputusan telah mencapai 

ia 60 Tahun, dapat meneruskan tugan1ya 
par masa pabatanmya berakhf 

Pasal 1 2 1 3 , 4  an 5 cukup elas 

Bank dar a Setelah mendapatkan izin 
Indonesia 

b Team Penjualan yang tnjuk dengan SK, 
Direkst membuat berita acara terhadap barang 
barang rusak, atau hars milai ekonomisnya 

Pasal I6 

Pasal 7 dak apat melaksanakan tugasnya secara wajar 
arena metangkap monad Lksekutif di beberapa 
Perusahaan la 



• 
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Pas.al33 

Pasal 36 

Pasal 37 

Pasal 38,39,40,41,42 da 43 

ukuppelas 

L.oles schist an leayak.an dan lepatut.an 
it & Proper Test yang diselenggaran oleh Bank 

[dons 

[tdak dapat melaksanakan tut asnya seara war 
karena mcrangkap meadi Dwan engawast 
beberap perusahaan tat 

cu0pea 

Adapun laporan bulanan oleh Bank disamnpat 
kan kepada Bank Indonesia dan bagan 
ereonoman Setda Brebes 

1b)PD9PR puspakcncana Brebes membentuk 
aangan arum ying hrguak.an untuk 
menutup kerugan yang kcrugran yang 
mungkin diderita terhadap modal Baek 

le) PD B R  uspakencana Brebes mem 
bentuk cadangan tujuan yang iperguna 
kan untuk keperluan pengengembangan 
lank 

( I d )  Dana kesejahteraan sebesar 1 0 % 

diperuntukan antata lain peaupukan dang 
poostun bag Delos dan Pegawai bank 
yang ketentuan plaksanaannya ak.an 
ditetapkan oleh Direkst, setelah 
mendapat pretauan dart Dewan 
Pengawas 

le) Jasa Produksi dibenikan kepada 
Dewan Peng.awas, preks dan 
Bawa bank scbesa Io % dan perolehan 
laba, dengan ketentuan setnggt ­ 

ingganya 3 kahi gajr bulan terakhit yang 
diterima pada tahun itu dan bilamana 

terdapat kelebihan akan dibenikan kepada 
daa pensrun dan atau vavasan sosial 

() dan()Undang-undang yang berlaku adalah 
Undang-undang Perbankan Nomor 10 Tahu 
1998 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 7 
Tahun 1992 tentang Perbankan Adapun yang 
berkaitan dengan Rahasia Bank tercantum pada 
pasa 40 sanpait dengan pasat 

up elas 

(2)Pembnaan dant Bank Indonesia bersifat 
tekmis perbank.an 
cukup jelas 



/ 

B B I l  

Pas. 5, 

( I )PD BPR. Puspakencana Brebes wanb mengadakan Dana Penstun dan Tunjangan Han 
Tua bagr Anggota Direksi dan Pegawar PD BPR Puspakencana Brebes yam; 
merupakan kekayaan PD BPR Puspakcnsana Brebes yang rpisahkan 

() Dana Pensiun dan Tunjangan Hani Tua sebagaimana dimaksudava ' bersumber de 
a luran Pensiun dan Tunjangan Hant Tua dant Anggota Direkst dan Pegawai PD B3PR 

Puspakencana Brebes, 
b Bagan an Dana eseahos  

Usaha-usaha la ya 

B \ B I L  

RENCANA KERJA DAN NGGARA 

Puspakencana Brebes yang telah 
paka kepada Bupati dengan 

(I) Selambat-lambatya I (satu) bulan sebelum ahun buku berakhi Anggota Direts 
menyampaikan Rencana Kera Tahunan dan Angaran PD BPR Puspakcncana Brebes 
kepada Anggota Dewan Pengawas untuk mendapat pengesahan 

(2) Apabila sampai dengan permulaan Tahun Buku Anggota Dewan Pengawas tidal 
engemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR 

Puspakencana Drebes dimyatakan berlaku 

() Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR Puspakencanu 
Brebes yang terjadi dalam Tahu Buku yang bersangk.utan harus endapat persectuu 
DewanPengawas 

() Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran PD BPR 
mendapat pengesahan oleh Dewan Penga 
tembusan kepada Pinpinan Bank Indonesia 

B A I  

-  T A H U N  B U K I  DAN P E R I T U  NGAN T A H U  N A N  

ga Laba any dosab8sa t 

pada Deeks 
rhtungan Laba tog 

uspalseama ·tel 

er +embehasan tang 
an aporan et 

nf ta P a a  l'en au 

(I) Tahun Buku PD. BPR Puspakencana Brebes adalah Tahun ak 

() Selambat-lambatnya (tiga) bulan setelah berakhit tahun bulku, Dircksi menyampaikan 
Perhitungan Tahunan yang terdin dani Laporan Keuangan Nraca, Perhitungan 
Laba Rug yang telah di.audit oleh Akutansi Pubhid untuk mendapat pengesahan D e e  
Pengawas dan disampakan kepada Bupati dan Banik ndonest 

)Laporan Keangaa Neraea, Perhitungan Laba Rug dan Pen bagi ab a  dimaksud avat 
itandatangams oleh Direksi dan Dewan Peng 

+ L oran  fcuan zan etasa 
--� olehpPsnga ie  

(5)Direkst wjib neng 
ahuan tela 

/ 

' 
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(6) Dewan engawas sctap semester membuat laporan peaks.anaan Kencana era untuk 
disampaikan kepada Bank Indonesia dan Bupati 

BAB N 

PENETAPAN DAN PENGGU N A N  L A B A  BERS1HE 

Pasal 54 

(I)Laba bersih PD. BPR Puspakencana Brebes yang telah disahkan oleh Dewan Pengawas 
adalah laba setelah dikurangi kerugran tahun lalu dan dipotong paak, pembagianya 
ditetapan scbagar berik ut 
a Bagan laba untuk Dacrah 4 
b Cadaungan Uram o 
e Cadangan Tujuan 20% 
d Dana Kesejahteraan 10% 
e JasaProduksi 10% 

2)Bagian laba untuk emeritah Dae, 
hanggarkan dalam.ayat penerimaan An 
ta hun bekutnva 

bagamans dnakosud ayat (I) hurut a 
ran Pendapatan Dan elanja Daerah (APD 

() Dana kesejahteraan scbagamaa dimak sud ayat tI hurut d antara lain utuk Dan 
Penstun, Perumahan Pegawat, Sosial dan sejensnya bag Deks dan Pegawat 

4)Penggunaan Jasa Prodaksi ana d i a ks . d  a  hutut e ditetapk oleht 
Dicks 

B B  \I 

F A N G G T AN G  J A W  AB D A N  I I  N I I  I \ N U N T I R U G T  

I l  Anggota Direkst tan ata egawar  PD BPR Pe spakens a lebe 

pun tdak sengaa at karena k e l a l a a y a  men nukan lerugit 
'uspatencaana Brebes, waptb menggatr ketgan dak et 

2 ata car penyelesanan ganti rug sbaganana dmaloud ayat t l  
stentuan peratutan perudang-undangan yang berlaku 

()bank dan pihak terafiltast waptb menjaga rahasta bank sestat demean 
van berlaAu 

dengan ga,a 

bag PD BP 

+Ansaman pidaa penata dan dentda belak pul 
pelaggaran rahas1a Bans 

B B  \ I I  

I  R A  A S 1 M \  

D  BP Puspuakencana Brebes dapat melakckan Aery sama denga Bank Uhm da 

BPR A,in dan atau Lembagaa KuangaPerbank.an serta Lembaga lannya dala usaha 
pemngkatan modal, manayemen, profesionalisme perbankan dan Lan.1, 



' 

AB \II 

P M I N \ I  

upat melakukan pembaan terhata pp BPR Puspalee; a Brebes 
(2)embinaan dan pengawasan Bank dilakukan oleh ank ndoms 

AB 

P I  M B I B \ R R \  

(I)Pembubaan PD BR uspakencana Brebes itetaplan dengan Peratutan Daerah 
(2) Bupati mcunjuk Paniti Pembubarn D BP Puspukeneana Brebes sebagaata 

dmmaksud ayat(l) 
(3)Apabila PD BPR Puspakencana Brebes dibubark.an, tang dan kewajiban keuangal 

dibavar dani hanta kckavaan PD [PR Puspakenana Brebes dan sisa lebihkurang 
menjadi mihiktangang jawab Pemerintah Daerah 

(+lamitia embubatan D PR luspahcnana rcbo menyampatk.an peranggt 
awaban pvembuban pp g34 Puspakeneaa elves epada upat 

Pe al 39 

(I)Bupati menyelesaan kekaryaan Dircksi dan egawas D B R.  Puspakencana Brebes 
yang dibubark.an 

t2Pembubaran Pp BPR uspakencana Brebes dilaporkan oleh Bupati epada Pmpman 
Sank doest, 

AB \I 

E I E N I I  A P E R  AI HI 

Semua kekayaan/asset termasuk hutang pwutang PD BPR Puspakencana Brebes hk 
Pemermntah Daerah menyadi kekayaan/asset PD BPR Puspakencana Brebes yang ditetapan 
dalam Peraturan Daerah mt 

BAB I 

Pusal 4l 

Hal-hal lain yang belum diatut dalam Peraturan Death  m  sepanang mengnat 
pelaksanaanya akan datr lebh lanut oleh [0pat 



tent. Perubutu. 'tas 
00 tentang Pember aka 

ehire ya herbun 

Peraturan Daerah Kabupaten Daersh Ting#at II Brebes No r 1 Tahun 1995 zemtang 
Perusahaan Daerah Bank Perredran Rakvat Bank asat Brebes dvatakan dicabut dan 
tidak berlaku lag 
Peraturan Daerah abupaten Brebs 

Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 31 [ah n 
Perusahaan Daemah Kabupaten Brebes ada pa s  +  angle 
Pp BR uspakens a Brebes 

Deng.an berlakayaPeratura Datah mm, ma 

a 

Agar setiap orang dapat mengetaha ya, memenntahis.an pen dare Peraturan 
in dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten icbes 

Ditetap#an d i : B r e b e s  
Pada taggad ; 19 Jul 2001 

t w p .  y r  

a u ; "  
'  
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)Anggota Direkst dapat diber entika oleo ate 
a Perntaan send 
b Melakkan tindakan yang eraga!I BP Pupaetaa Brebes, 

Mela#uk.an tindaka atau berka; yang rentangan shengan Bepentingan Daer,al 
atau Negara 

(l)Pemberhentan anggola Lek yang b rh e n t  ata shibrhentka batamana dimak ud 
asal 7diakukan oleh #upat ata ala Lewan let aw. 

(2)bupatr memberitahukan secata tertults pemberhentan sementata sbagaana dasud 
ayat(kepada yang brsang#tan drsertat aosareal ya a lasat 17 

t. t a  batad dem hulk m 
Ai gota Diesi tdak had 

hitetap#an oleh Dew.a 

e' ' e n ±a  

netap.a ap 
Sela bat-l butt.a sat bula k perbethen an 
udah melakukan slang ng hihadin teh A n g go t a  Dtek, u 
yang bersangkutan diberhentikan atau di chub Bsmbale 

2)Apa/la dalam waktu I [satu) bulan sebagan ma dial ad 
belum melakukan persidangan, maka surat pem! erhentian 

())Apa»la dalam persdangan baganoana domakosud ayat 
aka yang bersangutan dianggap emra Kputusan 

enga 

(+)Keputan Dewan lengawa b ag a s  na duasud at t) ditetapkan dengat 
Keputusan lupat 

(5) Apabila perbuatan yang drlakukan oleh Anggota Di erpaka t i da l  pidana, mt 
yang bersagkutan h i e r h e ka n  den saa tdak hon, 

sat o 

(I) Anggota Dreksi yang hiberhentikan, selambat-lar butt ya IS (ima bolas) hari seja 
ditermanya eputusan Bupat tentang Pemberhentan, dapat me ngauk.an ketratan 
seara tertuhis kepada Bupat 

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sepal diterimanya permohonan keberatan, Bupati 
sudah engambi keputusan apakah emerita atat menolak pnohonan keberatan 
dimaksud 

() Apabila dalam waktu 2 (duay bulan sebagaimaa diaksud ayat (2) Bupati belue 
mengambnl keputusan tcrhadap permohonan kebetatan, aka eputussan bapat tent,an 
pemberheptian batal den hku 

Pasal2I 

(I) Dewan Pengawas menetapkan kebipakan LU 
pengendahan serta pembinaan terhadap PD BP 

(2) Anggota Dewan Pengawas berumlah3 4 is e 
Ketua Dewan Pengawas 

(3) Dalam menjalank.an tugasr a Dewan engawas l 

, onalankan pengawasan dam 
uspa#encana Brebes 

g an sah ho s o r g  hang6at ssbaga 



Ls an lengas.ass 
at keg, bah 

apkan oleh Bupa 

" 
al'er 

l Id 

atr untuk iaa jalat.an selama-lanary $ 

ma#a abwtan a6sud berak bit 

n let was lath dan hat bl sumpal 

+) Antu ssaa Aggot De wan  lsngaa dan at.a e 
dengan Anggola Drek dad bo eh ada hub a, 
enurtsars lur apanic0pr hnr uh tnatu la 

(5) Anggota Dewan Pengaas tidal boleh men puns a kepentngat prtbadi, bak Lange 
oapun tidal languor pad.a lD B P R  luspakcmata Brebes atau Ii.ad. 
lukum lerotangan yang dibert ksht olehPD BP fuspaken a Ltbes 

(6) Anggota Dewan Pengawas terafihrast atas semua tahuasta perbuank.at 

Yang dapat diangkat mnenjadi At la ewat 
- 

• l 

" 
gaNegara Ind Ma 

yang memenut persyatatan sebugar benil.ut 

• Mermpunya pengetaha hrbhang p1ha, de 
• 

al e 
l k map menyalank.an ebrain-kel a a ., 

d pe gawasall BPR Puspakencana Brebes, 
b Tidal pernah melakkan keg+atan at ilk.an hi % 
¢ Tuai terhbuat bask seara La a0pu td la p ,. he pengkhanatan kepada Negara, 
d Tidal dicabut hal pl hnya berdasark.a 
e Sehat jaonam dan tok ha 

f Wa men proleh per an L 

An pta De a 
a asap atat be 
b t e n  uni  

I)Anggota Dewan Pengawas diuargkat oteh 
(tga anun dan dapat dranglat kembahr sete 

(2 Sebelunn menjalank.an tugas aggota Dew 
pabatan oleh Lupat 

(J) Setiap pngangkatan Anggot De an  let 
drbnitahula kpad lmpnan lank, lo 

(I)Dewan Pengawas men un y a  wowenar penga 
plaksanan tugas D BR uspakcncana Brebes 

(2Peng.awasan oleh Des Pengawass dapat dralank.an secar 

a Period esua dengan pa wal yan tel ditctaplan, 
Insidenti ata sewaktuwakt dip pert 
cngawas dalan mnengala can gany 

Apat 
' 

dpawoo"le lu Bup p nt Sekretarat D Per as ul kelaneat tugas, atars biaya 
' 

R aker a Brebx 
•• Dewan was dapat 

« qg 

• tu te al anal high tenter aa+1a D BR ake a Bret 



/ 
(2) Amggota Dewan Pengawas depat diberhentkan oleh Bupat katea 

a. Permintaan sendirt, 

b. Melakukan tindakan yang merugka Pp BPR uspa#cneana Brebes, 

c. Melakukan tindakan atau bersikap yang bertentamgan dengan kepentingan Daerah 
atau Nga, 

d Sesuatu hal yang msngakabaatkan a tda dapat melaksaaha tugasnyasecara wafar 

Pasal 27 

(I) Anggota Dewan Pengawas yang drduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud 
Pasal 26 ayat (2huruf be dan d dierhentikan sementata oleh Bupat 

(2) upati memberitahukan cara teri pemberhen, cmenaa seh mans naksud 
yat(I)kepda yang bersangk.utan disetta alas.a asan sssualas.al 6 

(I)Selambat-lambatnya l satu, bulan spa.i pemberhetan ementata, Bupat sudah 
mclakukan sdang yang dihadi oleh Anggola Dwan Pengawas untuk meneap8a 
apakah yang bersangktan diberhetikan atau diehabulitir kembadt 

2)Apabila dalam waktu I (satu, bulan bagmana dual.sud ayat th Bapati belum 
melaksaoak.an sidapg, aka pemberhentian sementara batat demm huk 

()Apabla dalam sidang scbagammana dimaksad ayat tI Aggota Dewan Pengawas dak 
hadirt, maka yang bersang utan shranggap menerima Kcputusan yang tetapk.an alam 
dang 

(+Keputusan Sidang sebagamoanaayattditetap8an dengan Keptorsan upat 

keberatan, Bupat permohonan 

enolak per 

(I)Angugota Dewan Pengawas yang diberhenikan, sclambat-lambatnya Ii (lima belas) hart 
sejak diterimanya cputsan Bupat tentang Pemberhentan, apat mcngajukan 
cberatan oara tertulis kepasda bapat 

(2) Selambat-lambatnya 2 (dua bulan seiak diteras 
sudah mengambil keputusan apakah enert 1Me 
dimak sud 

() Apabila dalam waktu (dua) bulan sbaganmana dmaksad ayat 12) Bupat belum 
engamoil keputusan terhadap permohonat keberatan maa sputsan bupat tentan 
Pemberhentian batal des huk um 

henga psetan upatr 

(I)Penghasilan Anggota Dewan engawas dan Anggota Dre 

atas biay PD BPR uspkeneana Brebes sebagai berikut 
a Direktur Utama menerimna gap pokok setinggr-Ainggiya2.Sdua setengah) kali gay 

pokok tertinggr pada daftar skala gant pokok pegawat 
b Direktut menerima gaji pokok 80% (delapan puluh prosen) dati gap pokok Direktur 

Uama, 

¢ Ketua Dewan Pengawas menerima penghasilan setnggr-tinggya 40% dart 
penghaslan Drektur Utama, 

d Anggota Dewan Pengawas menerima penghasilan sctinggr-tinggiya 80% dart 
penghasilan Ketua Dewan Pengawas 

(2Pematuran Gant Pegaw hitetapkan olch tel, 
pertimbagan Dewan Peng.aas 
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